
 

 
WALIKOTA MATARAM 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA MATARAM 

NOMOR : 8 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 13 

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KOTA MATARAM  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MATARAM, 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pasal 4 

ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

Daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan 

Walikota; 

  b. bahwa terkait adanya beberapa perubahan ketentuan 

teknis Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram 

dalam Lampiran I, maka perlu dilakukan perubahan; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan 

Walikota Mataram Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram.  

 

Mengingat  :  1. Undang‐Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3531); 

 

 

 

 



 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang‐Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang‐Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1425); 

8.  Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram 

Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 

2 Seri D); 

 

 

 

 

 



 

9.  Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota 

Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan daerah kota 

Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram 

(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 

1 Seri D) ; 

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Pokok‐Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 

2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Pokok‐Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 

6 Seri E). 

 
 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 13 

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KOTA MATARAM 

 
 

Pasal I 
 
 
Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram nomor 13 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 

Nomor 13) diubah sebagai berikut: 

Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga 

keseluruhan Lampiran I tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Walikota ini. 

 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya 

dalam Berita Daerah Kota Mataram. 
 
 

 

 

Ditetapkan di Mataram  

pada tanggal 14 Maret 2016 

      WALIKOTA MATARAM, 
 
 
 

                                                             H. AHYAR ABDUH  

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 14 Maret 2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, 
 
 
 
 
 
 

H. L. MAKMUR SAID 
 
 

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 



 

 

LAMPIRAN I 

PERATURAN WALIKOTA MATARAM 

NOMOR :  8 TAHUN 2016 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM 

NOMOR 13 TAHUN 2014 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

KOTA MATARAM 

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MATARAM 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan Umum KebijakanAkuntansi 

1. Tujuan umum kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian 

laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial  

statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan 

keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar 

entitas. 

2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan 

yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian 

besar pengguna laporan keuangan. Yang dimaksud dengan 

pengguna laporan keuangan adalah masyarakat, legislatif, lembaga 

pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam 

proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. 

 

Tujuan Khusus Kebijakan Akuntansi 

3.  Tujuan khusus kebijakan akuntansi ini adalah: 

a. menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian 

laporan keuangan; 

b.  menetapkan pedoman struktur laporan keuangan; dan 

c.  menetapkan persyaratan minimum isi laporan keuangan. 

 

Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi 

4.  Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan 

entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk 

tujuan umum. 

5. Laporan  keuangan  meliputi  laporan  keuangan  yang  disajikan 

terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam 

dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. 

 

 

 

 

 



 

 

Basis Akuntansi : 

6. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka pelaporan 

keuangan Pemerintah Kota Mataram adalah basis akrual, baik 

dalam pengakuan pendapatan LO dan beban, atau pengakuan 

aset, kewajiban, dan ekuitas. 

7. Basis akrual untuk Pendapatan LO berarti bahwa pendapatan 

diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah 

terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada 

saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan 

bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari 

Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. 

Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa 

disajikan pula pada LO. 

8. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan 

ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau 

pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada 

keuangan pemerintah,   tanpa  memperhatikan  saat  kas  atau  

setara  kas diterima atau dibayar. 

9. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis 

kas, maka LRA   disusun   berdasarkan   basis   kas,   berarti   

bahwa pendapatandan  penerimaan pembiayaan diakui  pada saat 

kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh 

entitas pelaporan; sertabelanja, transfer dan pengeluaran 

pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas 

Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran 

disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis   akrual,  maka LRA 

disusun berdasarkanbasis akrual. 

 

Definisi : 

10. Pengertian   istilah‐istilah   yang   digunakan   dalam   kebijakan 

akuntansi ini adalah: 

a.   Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran 

kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah 

daerah selama satu periode akuntansi. 

b.   Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran Kas yang ditujukan untuk perolehan dan 

pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak 

termasuk dalam setara kas. 

c.   Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan 

diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam 

jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. 

 



 

 

 

d.   Aktivitas non anggaran adalah  aktivitas    penerimaan  atau 

Pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran 

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah 

daerah. 

e.   Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau 

pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, 

investasi,dan pendanaan. 

f.   Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau 

diskonto selama umur utang pemerintah daerah. 

g.   Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan 

pemerintah  pusat atau daerah yang meliputi rencana 

pendapatan,   belanja,  transfer,  dan pembiayaan yang diukur 

dalam satuan  rupiah dan disusun  menurut klasifikasi  

tertentu secara sistematis dalam satu periode. 

h.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah 

rencana keuangan  tahunan  pemerintahan  daerah  yang  

disetujui  oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

i.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan pusat yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

j.   Apropriasi adalah APBD yang telah disetujui oleh DPRD dan 

merupakan mandat yang diberikan kepada Walikota  untuk 

melakukan pengeluaran sesuai dengan tujuan yang   telah 

ditetapkan. 

k.   Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara 

kas pada Bendahara Umum Daerah. 

l. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa 

masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial 

dimasa depan diharapkan  dapat  diperoleh,  baik    oleh    

pemerintah    daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur 

dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan 

yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 

umum dan sumber‐sumber daya yang dipelihara karena 

alasan sejarah dan budaya. 

m. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat 

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki 

untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau 

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan 

intelektual. 

n.   Aset tertentu yang memenuhi syarat (qualifyingasset) yang 

selanjutnya disebut aset tertentu adalah aset yang 

membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk 

dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya. 



 

 

o.  Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa 

manfaat lebih  dari 12 (dua belas) bulan dengan maksud untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

p.  Azas bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan 

pencatatan nilai transaksi secara bersih (netto), seperti 

pencatatan atas  nilai  transaksi  penerimaan  yang  telah 

dikurangi dengan pengeluaran untuk memperoleh penerimaan 

dimaksud. 

q.  Bantuan keuangan adalah beban pemerintah daerah dalam 

bentuk bantuan uang kepada pemerintah daerah lainnya yang 

ditujukan untuk pemerataan dan/atau peningkatan 

kemampuan keuangan daerah. 

r.  Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang 

diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari 

kemungkinan terjadinya risiko sosial. 

s.  Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan 

peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau 

setara kas  diterima atau dibayar. 

t.  Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayar. 

u.  Belanja adalah semua pengeluaran kas dan setara kas dari 

rekening kas umum daerah  yang mengurangi saldo anggaran 

lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah 

daerah. 

v.  Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang 

dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya 

kewajiban. 

w.  Beban hibah adalah    beban    pemerintah    dalam    bentuk 

uang/barang atau jasa kepada  pemerintah   daerah   lainnya, 

perusahaan  negara/daerah,   masyarakat    dan     organisasi 

kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. 

x.  Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai 

suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) 

selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 

y.  Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau 

kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan 

kepada suatu  entitas  pelaporan  lain yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang‐undangan. 

 

 



 

 

z.  Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 

entitas investor dalam perolehan   suatu   investasi   misalnya 

komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya 

dari pasar modal. 

aa.  Biaya pinjaman adalah  bunga  dan biaya  lainnya  yang harus 

ditanggung oleh pemerintah daerah sehubungan dengan 

peminjaman dana. 

ab.  Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dan 

yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang 

telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu 

aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset 

tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk 

dipergunakan.  

ac. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 

menampung kebutuhan yang memerlukan dan arelatif besar 

yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

ad. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur. 

ae. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini 

kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban 

(maturityvalue) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal 

lebih rendah dari tingkat bunga efektif. 

af. Ekuitas adalah   kekayaan   bersih   pemerintah   daerah   yang 

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah 

daerah.  

ag. Entitas akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah yang 

dipimpin oleh pengguna anggaran/pengguna barang yang 

wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 

keuangan satuan kerja perangkat daerah. 

ah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri 

lebih dari 1 (satu) entitas akuntansi yang menurut ketentuan 

peraturan perundang‐undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

ai. Investasi adalah aset yang dimaksudkan   untuk  memperoleh 

manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau 

manfaat sosial sehingga   dapat   meningkatkan   kemampuan   

pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. 

aj. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera 

dicairkan  dan dimaksudkan untuk dimiliki selama  kurang 

dari 12 (dua belas) bulan. 

ak. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan 

untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

al. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang 

tidak termasuk dalam investasi permanen, yang dimaksudkan 

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 



 

 

am. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. 

an. Kas adalah  uang  tunai dan saldo simpanan di bank yang 

setiap saat  dapat   digunakan   untuk   membiayai   kegiatan  

pemerintah daerah. 

ao. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 

daerah. 

ap. Kebijakan akuntansi adalah prinsip‐prinsip, dasar‐dasar, 

konvensi‐ konvensi,  aturan‐aturan, dan praktik‐praktik 

spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

aq. Kemitraan adalah perjanjian antara dua fihak atau lebih yang 

mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatanyang 

dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dana tau 

hak usaha yang dimiliki. 

ar. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan 

tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi 

laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. 

as. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran  keluar sumber 

daya ekonomi pemerintahdaerah. 

at. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan 

jumlahnya belum pasti. 

av. Kewajiban kontinjensi adalah: 

a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu 

dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau 

tidak  terjadinya  suatu  peristiwa atau  lebih pada masa 

datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali 

suatu entitas; atau 

b) kewajiban  kini  yang  timbul  sebagai  akibat  masa  lalu, 

tetapi tidak diakui karena: 

1. tidak  terdapat  kemungkinan  besar  (not  probable) 

bahwa suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang 

mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan 

kewajibannya; atau 

2. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara 

andal. 

aw. Klaim adalah jumlah  yang  diminta kontraktor kepada  

pemberi kerja sebagai penggantian atas biaya‐biaya yang tidak 

termasuk dalam nilai kontrak. 

ax. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur. 

 



 

 

ay. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun‐akun 

yang diselenggarakan  oleh  suatu  entitas  akuntansi  dengan  

entitas akuntansi lainnya dan mengeliminasi akun‐akun 

timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas 

pelaporan konsolidasian. 

az. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang 

dalam proses pembangunan. 

ba. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara 

khusus untuk  konstruksi suatu  aset  atau suatu kombinasi  

yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung 

dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau 

penggunaan utama. 

bb. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak 

untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi 

untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang 

ditetapkan dalam kontrak konstruksi. 

bc. Koreksi adalah  tindakan  pembetulan  secara  akuntansi  agar 

akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi 

sesuai dengan yang seharusnya. 

bd. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 

be. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan 

keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan 

keuangan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu 

entitas tunggal. 

bf Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang 

diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. 

bg. Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur 

langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada 

peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas 

maupun golongan masyarakat tertentu. 

 

bh. Masa manfaat adalah: 

a) Periode  suatu  aset  yang  diharapkan dapat  digunakan 

untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; 

atau 

b) Jumlah   produksi   atau   unit   serupa   yang   

diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas 

pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 

bi. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang rupiah. 

bj. Mata uang pelaporan adalah  mata  uang  yang  digunakan 

dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. 

bk. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau 

salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan 

atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan 

keuangan.  



 

 

bl. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau 

kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana 

kekurangan atau salah saji terjadi. 

bm. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat 

nilai investasi berdasarkan harga perolehan. 

bn. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat 

nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan.Nilai investasi 

tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian 

investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha 

penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan 

awal investasi. 

bo. Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau 

diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode 

sekuritas utang pemerintah. 

bp. Metode langsung adalah metode penyajian arus kas dimana 

pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto 

harus diungkapkan. 

bq. Metode tidak langsung adalah metode penyajian laporan arus 

kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan 

transaksi‐transaksi operasional nonkas, penangguhan 

(deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau 

pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur 

penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan 

dengan aktivitas investasi dan pendanaan. 

br. Nilai historis adalah  jumlah  kas  atau  ekuivalen  kas  yang 

dibayarkan/ dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan 

pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset 

investasi pada saat perolehannya. 

bs. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga 

seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi. 

bt. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan 

suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak‐pihak 

yang independen. 

bu. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh 

pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi 

taksiran biaya pelepasan. 

bv. Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, 

yang dihitung  dari  biaya  perolehan  suatu   aset  setelah  

dikurangi akumulasi penyusutan. 

bw. Nilai wajar adalah nilai tukar  aset atau penyelesaian 

kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan 

untuk melakukan transaksi wajar. 

 

 

 



 

 

bx. Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau 

tupoksi tertentu  yang   berakibat  pelepasan  atau  

penghentian suatu fungsi, program,ataukegiatan,  sehingga  

aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa 

mengganggu fungsi,program, atau kegiatan yang lain. 

by. Otorisasi kredit anggaran (allotment) adalah dokumen 

pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari 

apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk 

memperoleh uang dari Bendahara Umum Daerah guna 

membiayai pengeluaran‐pengeluaran selama periode otorisasi 

tersebut. 

bz. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak 

konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau 

memberikan jasa konstruksi. 

ca. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar  kembali    dan/atau  pengeluaran   yang  akan  

diterima kembali, baik  pada tahun anggaran bersangkutan 

maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam 

penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan 

untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

cb. Pendapatan hibah adalah pendapatan pemerintah daerah 

dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, 

perusahaan negara/daerah,  masyarakat  dan  organisasi 

kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta 

tidak secara terus‐menerus. 

cc. Pendapatan‐LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah    ekuitas    dalam    periode    tahun  

anggaran  yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

cd. Pendapatan‐LRA adalah semua penerimaan rekening kas 

umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam 

periode tahun anggaran  yang  bersangkutan  yang  menjadi  

hak  pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

pemerintah daerah.  

ce. Pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan 

uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan 

dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang‐undangan. 

cf. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk 

kebendahara umum daerah. 

cg. Pengeluaran kas adalah  semua  aliran  kas  yang  keluar  dari 

bendahara umum daerah. 

ch. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu 

aset tetap yang dapat disusutkan(depreciable assets) selama 

masa manfaat aset yang bersangkutan. 



 

 

ci. Periode akuntansi adalah periode pertanggung jawaban 

keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang 

periodenya sama dengan periode tahun anggaran. 

cj. Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, 

merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang 

disebabkan kedudukan  pemerintah  daerah  sebagai  

pemotong  pajak  atau pungutan   lainnya,   seperti   Pajak   

Penghasilan   (PPh),   Pajak Pertambahan Nilai(PPN), iuran 

BPJS, Taspen, dan Taperum.  

ck. Perubahan estimasi adalah  revisi  estimasi  karena  

perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau 

karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman 

dalam mengestimasi atau perkembangan lain. 

cl. Premium adalah jumlah selisih lebih  antara nilai kewajiban 

saat ini (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban 

(maturity value)  karena  tingkat bunga nominal lebih tinggi 

dari tingkat bunga efektif. 

cm. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 

operasional pemerintah daerah, dan barang‐barang yang 

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. 

cn. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang 

investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan 

merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari 

investornya. 

co.  Perusahaan daerah adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau 

sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. 

cp. Perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat. 

cq. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk 

menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai 

akibat peraturan perundang‐ undangan. 

cr. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada 

lembar muka laporan keuangan. 

cs. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar 

biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan 

merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin 

terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas 

bersangkutan. 

ct. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 

seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan. 



 

 

cu. Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan 

debitur untuk memodifikasi syarat‐syarat perjanjian utang 

dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang. 

cv. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum 

dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam 

kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut. 

cw. Saldo anggaran lebih adalah gunggungan saldo yang berasal 

dari akumulasi SiLPA/SiKPA   tahun‐tahun anggaran 

sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang 

diperkenankan. 

cx. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran 

mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. 

cy. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid 

yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko 

perubahan nilai yang signifikan. 

cz. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA 

)adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan‐LRA 

dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 

dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. 

da. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada 

perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk 

membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang 

dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. 

db. Surat perbendaharaan negara adalah surat utang negara yang 

berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan 

pembayaran bunga secara diskonto. 

dc. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat 

pengakuan utang dalam  mata  uang rupiah  maupun  valuta  

asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya 

oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa 

berlakunya. 

dd. Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih 

lebih/kurang antara pendapatan‐operasional  dan beban 

selama satu periode pelaporan. 

de. Surplus/defisit‐LOadalah  selisih  antara  pendapatan‐LO  dan 

beban selama satu  periode  pelaporan,  setelah  

diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional 

dan pos luar biasa. 

df. Surplus/defisit‐LRA adalah selisih lebih/kurang antara 

pendapatan‐LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 

dg. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu 

periode pelaporan. 

dh. Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk 

pekerjaan yang dilakukan  dalam suatu kontrak  baik yang  

telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja. 



 

 

di. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu 

entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk 

dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

dj. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena 

ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau 

bunganya sesuai jadwal 

dk. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor 

sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak 

konstruksi.  

dl. Untung/rugi penjualan aset merupakan selisih  antara nilai 

buku aset dengan harga jual aset. 

dm. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan 

untuk melakukan   pembayaran  kepada   entitas  lain  sebagai  

akibat ketentuan perundang undangan. 

 

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

11. Secara umum, tujuan laporan keuangan pemerintah 

daeraha dalah menyajikan informasi  mengenai  posisi 

keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, 

aruskas, hasil operasi,dan perubahan ekuitas suatu 

entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna 

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai 

alokasi sumber daya. 

12.   Secara  khusus,  tujuan  laporan  keuangan  pemerintah  

daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas 

entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya, dengan: 

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah; 

 b. menyediakan informasi  mengenai  perubahan  posisi 

sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas 

pemerintah daerah; 

c. menyediakani nformasi mengenai sumber, alokasi, dan 

penggunaan sumber daya ekonomi; 

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi 

terhadap anggaran; 

e.  menyediakan informasi mengenai cara entitas 

pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi 

kebutuhan kasnya; 

f.  menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah 

daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan; dan 



 

 

g. menyediakan informasi yang berguna untuk 

mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam 

mendanai aktivitasnya. 

13.  Laporan keuangan pemerintah daerah juga mempunyai 

peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi 

yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya 

yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, 

sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang 

berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. 

Laporan keuangan pemerintah daerah juga menyajikan 

informasi bagi pengguna mengenai: 

a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan 

digunakan sesuai dengan anggaran;dan 

b. indikasi  apakah  sumber  daya  diperoleh  dan  

digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas 

anggaran yang ditetapkan DPRD. 

14.  Untuk memenuhi tujuan umum laporan keuangan 

pemerintah daerah, laporan keuangan yang disajikan 

menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam 

hal: 

a. aset; 

b.  kewajiban; 

c.  ekuitas; 

d. pendapatan‐LRA; 

e. belanja; 

f.  transfer; 

g.  pembiayaan; 

h. saldo anggaran lebih; 

i.  pendapatan‐LO; 

j.  beban; dan  

k. arus kas. 

15.  Informasi  tambahan  termasuk  laporan  non  keuangan  

dapat dilaporkan bersama‐sama dengan laporan keuangan  

pemerintah daerah untuk memberikan gambaran yang 

lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas 

pelaporan selama satu periode. 

 

Tanggung Jawab Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

16.  Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan pemerintah daerah berada pada pimpinan 

entitas. 



 

 

 

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

17.  Komponen  yang  terdapat  dalam  satu  set  laporan  

keuangan pemerintah daerah terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b.  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c.  Neraca; 

d.  Laporan Operasional; 

e.  Laporan Arus Kas; 

f.   Laporan Perubahan Ekuitas; 

g.  Catatan atas Laporan Keuangan. 

18.  Komponen laporan keuangan pemerintah daerah disajikan 

oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi, kecuali: 

a. laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang 

mempunyai fungsi perbendaharaan umum; dan 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya 

disajikan oleh entitas pelaporan yang menyusun laporan 

keuangan konsolidasian. 

19. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum 

adalah unit yang  ditetapkan   sebagai   bendahara   umum   

daerah  dan/atau sebagai  kuasa bendahara umum 

daerah. 

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

Tujuan Laporan Realisasi Anggaran 

20. Tujuan  laporan  realisasi  anggaran  adalah  menyajikan  

informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. 

Perbandingan antara anggaran dan realisasi entitas 

pelaporan menunjukkan tingkat ketercapaian target‐target 

yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai 

dengan peraturan perundang‐undangan. 

 

Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran 

21. Kebijakan akuntansi laporan realisasi anggaran diterapkan 

dalam penyajian laporan  realisasi anggaran entitas 

akuntansi dan entitas pelaporan    yang  disusun  dan  

disajikan  dengan  menggunakan anggaran berbasis kas. 

 

 

 

 



 

 

Manfaat Informasi Dalam Laporan Realisasi Anggaran 

22. Laporan   realisasi   anggaran   menyediakan   informasi   

mengenai anggaran, realisasi, dan perbandingan pos‐pos 

laporan realisasi anggaran dalam satu periode pelaporan. 

Informasi tersebut berguna bagi  para  pengguna  laporan  

dalam  mengevaluasi  keputusan mengenai alokasi sumber 

daya ekonomi,  akuntabilitas,  dan ketaatan entitas 

pelaporan terhadap anggaran, termasuk mengevaluasi 

kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas 

penggunaan anggaran. 

23. Laporan realisasi anggaran yang disajikan secara komparatif 

dapat menyediakan informasi yang berguna dalam 

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima 

untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode 

mendatang. Periode Laporan Realisasi Anggaran 

24. Laporan realisasi anggaran  disajikan  sekurang‐kurangnya  

sekali dalam setahun.  Dalam situasi tertentu tanggal 

laporan suatu entitas berubah dan laporan  realisasi  

anggaran  tahunan  disajikan  dengan suatu periode yang 

lebih  panjang  atau  pendek  dari satu  tahun, entitas 

mengungkapkan informasi sebagai berikut: 

a.  alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; 

b. fakta bahwa jumlah‐jumlah komparatif dalam laporan 

realisasi anggaran dan catatan‐catatan terkait tidak dapat 

diperbandingkan. 

25.  Entitas akuntansi menyajikan laporan realisasi anggaran 

selambat‐lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya 

tahun anggaran. Faktor‐faktor  seperti  kompleksitas 

operasional pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh 

entitas akuntansi tidak dapat dijadikan pembenaran atas 

ketidakmampuan entitas akuntansi untuk menyajikan 

laporan realisasi anggaran tepat waktu. 

26. Entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran 

selambat‐lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya 

tahun anggaran. Faktor‐faktor  seperti  kompleksitas 

operasional pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh 

entitas pelaporan tidak dapat dijadikan pembenaran atas 

ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan 

laporan realisasi anggaran tepat waktu. 

 

 

 

 



 

 

Struktur Laporan Realisasi Anggaran 

27. Struktur  laporan  realisasi  anggaran   adalah 

menyandingkan  dan membandingkan anggaran dan 

realisasi masing‐masing pos‐pos laporan realisasi anggaran 

dalam satu periode. 

28. Laporan realisasi anggaran harus di identifikasikan secara 

jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika 

dianggap perlu, informasi berikut: 

a. nama entitas akuntansi atau entitas pelaporan atau 

sarana identifikasi lainnya; 

b.   cakupan entitas pelaporan; 

c. periode yang dicakup; 

d. mata uang pelaporan; dan 

e.   satuan angka yang digunakan. 

Isi Laporan Realisasi Anggaran 

29. Untuk penyajian wajar, laporan realisasi anggaran disajikan 

sesuai dengan   struktur   laporan  realisasi  anggaran.  

Laporan  realisasi anggaran sekurang‐kurangnya mencakup 

pos‐pos sebagai berikut: 

a.  pendapatan‐LRA; 

b.    belanja; 

c.   transfer; 

d.   surplus/defisit‐LRA; 

e.    penerimaan pembiayaan;  

f.    pengeluaran pembiayaan;  

g.    pembiayaanneto;dan 

h.   sisa lebih/kurang pembiaya ananggaran (SiLPA/SiKPA). 

30. Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan yang memuathal‐hal yang 

mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan 

fiskal dan moneter, sebab‐ sebab terjadinya perbedaan yang 

material antara anggaran dan realisasinya, serta 

daftar‐daftar yang merinci lebih lanjut angka‐angka yang 

dianggap perlu untuk dijelaskan. 

31.  Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam laporan 

realisasi anggaran untuk menyajikan laporan realisasi 

anggaran secara wajar. 

32. Format  laporan  realisasi  anggaran  disajikan  dalam  

lampiran  II kebijakan akuntansi ini. 

 



 

 

Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau 

dalam Catatan Atas Laporan Keuangan 

33.  Dalam  laporan  realisasi   anggaran,   entitas akuntansi  

menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis 

pendapatan‐LRA dan menyajikan klasifikasi  belanja  

menurut jenis belanja. Rincian  lebih lanjut dari jenis 

pendapatan‐LRA dan belanja yang disajikan dalam laporan 

realisasi anggaran diungkapkan padacatatan atas laporan 

keuangan. 

34. Dalam laporan realisasi anggaran, entitas pelaporan 

menyajikan klasifikasi  pendapatan  menurutjenis 

pendapatan‐LRA dan menyajikan klasifikasi  belanja  

menurut jenis belanja. Rincian  lebih lanjut dari  jenis  

pendapatan‐LRA yang disajikan dalam laporan realisasi 

anggaran diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. 

Klasifikasi belanja menurut organisasi dan menurut fungsi 

disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. 

 

Akuntansi Anggaran 

35. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban 

dan pengendalian manajemen yang   digunakan   untuk   

membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan 

pembiayaan. 

36. Akuntansi   anggaran   diselenggarakan   sesuai   dengan   

struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi 

estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi 

estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri  dari  

apropriasi yang  dijabarkan  menjadi  otorisasi kredit 

anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari 

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 

37. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran 

disahkan dan anggaran di alokasikan. 

 

Akuntansi Pendapatan‐LRA 

38. Akuntansi  pendapatan‐LRA  disusun  untuk  memenuhi  

kebutuhan  pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan 

dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen 

pemerintah daerah. 

39. Penerimaan Kas diakui pada saat kas diterima oleh 

bendahara penerimaan apabila diterima oleh bendahara 

penerimaan dan diakui pada saat diterima di rekening kas 

umum daerah apabila tidak melalui bendahara penerimaan 



 

 

40.   Pendapatan‐LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. 

41. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas 

pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari 

pemerintah pusat atau penerimaan dana bagi hasil dari 

pemerintah provinsi. 

42.  Akuntansi pendapatan‐LRA dilaksanakan berdasarkan azas 

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan 

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan 

dengan pengeluaran). Pencatatan azas bruto dapat 

dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis 

pendapatan‐LRA bersifat variabel. 

43. Dalam  hal  besaran  pengurang  terhadap  pendapatan‐LRA  

bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan 

dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu 

dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat 

dikecualikan. 

44.  Pengembalian   yang  sifatnya   sistemik  (normal)  dan  

berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan‐LRA pada 

periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya 

dibukukan sebagai pengurang pendapatan‐LRA. 

45.  Koreksi  dan  pengembalian  yang  sifatnya  tidak  berulang  

(non‐recurring)  atas   penerimaan  pendapatan‐LRA  yang   

terjadi  pada periode penerimaan pendapatan‐LRA 

dibukukan sebagai pengurang pendapatan‐LRA pada periode 

yang sama. 

46.  Koreksi  dan  pengembalian  yang  sifatnya  tidak  berulang  

(non‐recurring) atas penerimaan pendapatan‐LRA yang 

terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai 

pengurang saldo anggaran lebih pada  periode  

ditemukannya   koreksi   dan   pengembalian tersebut. 

47.  Untuk entitas  akuntansi  yang  menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah(PPK‐BLUD), pendapatan‐LRA diakui dengan 

mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur 

mengenai Badan Layanan Umum Daerah. 

 

Akuntansi Belanja 

48. Akuntansi     belanja     disusun     untuk     memenuhi     

kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, 

dan dapat dikembangkan untuk  keperluan  pengendalian  

bagi  manajemen dalam mengukur efektivitas dan efisiensi 

belanja. 



 

 

49. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening 

kas umum daerah. 

50. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas 

akuntansi pengakuannya terjadi pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan 

oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan pada 

entitas pelaporan. 

51. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis 

belanja), organisasi, dan fungsi. 

52. Klasifikasi  ekonomi  adalah  pengelompokan  jenis  belanja  

yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan 

suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja 

pegawai, belanja barang, belanja modal,  belanja  bunga,   

belanja  subsidi,  belanja   hibah,   belanja bantuan sosial, 

dan belanja tak terduga. 

53.   Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk 

kegiatan sehari‐hari pemerintah daerah yang memberi 

manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja 

pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, 

belanja hibah, belanja bantuan sosial. 

54.   Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan  aset lainnya yang memberi 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal 

meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan 

bangunan, peralatan, aset tak berwujud. 

55.  Belanja lain‐lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran 

untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak 

diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, 

bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang 

sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 

kewenangan pemerintah daerah. 

56.  Contoh   klasifikasi   belanja   menurut   ekonomi   (jenis   

belanja) adalah sebagai berikut:  

Belanja Operasi: 

Belanja Pegawai                         xxx  

Belanja Barang                            xxx  

Bunga                                               xxx  

Subsidi                                  xxx  

Hibah                                        xxx  

Bantuan Sosial                            xxx  

Belanja Modal: 

Belanja Aset Tetap                       xxx 

Belanja Aset Lainnya                   xxx 

Belanja Lain‐lain/Tak Terduga    xxx 



 

 

57. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas 

pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana 

bagi hasil oleh pemerintah daerah. 

58. Klasifikasi  belanja  menurut  organisasi  adalah  klasifikasi  

belanja berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran 

atau entitas akuntansi. 

59.  Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi belanja 

yang didasarkan pada fungsi‐fungsi utama pemerintah 

daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

60.  Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai 

berikut: 

Belanja:  

PelayananUmum                          xxx  

Pertahanan                                   xxx  

Ketertiban dan Keamanan           xxx  

Ekonomi  xxx  

Perlindungan Lingkungan Hidup  xxx  

Perumahan danPermukiman    xxx  

Kesehatan                                     xxx  

Pariwisata dan Budaya                 xxx  

Agama  xxx 

Pendidikan                                   xxx 

Perlindungan Sosial                      xxx 

 

61. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan 

klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran. 

62. Koreksi atas pengeluaran belanja atau penerimaan kembali 

belanja yang terjadi pada  periode pengeluaran belanja 

dibukukan  sebagai pengurang belanja pada periode yang 

sama. 

63. Koreksi atas pengeluaran belanja atau penerimaan kembali 

belanja yang terjadi  pada  periode berikutnya dibukukan 

sebagai pendapatan‐LRA dalam pos pendapatan 

lain‐lain‐LRA. 

64. Untuk  entitas  akuntansi  yang  menerapkan  Pola  

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah(PPK‐BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada 

peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan 

LayananUmum Daerah. 

 

 



 

 

Akuntansi Surplus/Defisit‐LRA 

65. Selisih antara pendapatan‐LRA dan belanja selama satu 

periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit‐LRA. 

66.   Surplus‐LRA adalah selisih lebih antara pendapatan‐LRA 

dan belanja selama satu periode pelaporan. 

67. Defisit‐LRA adalah selisih kurang antara pendapatan‐LRA 

dan belanja selama satu periode pelaporan. 

 

Akuntansi Pembiayaan 

68. Pembiayaan   (financing)   adalah   seluruh   transaksi   

keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun 

pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, 

yang dalam penganggarannya dimaksudkan untuk menutup 

defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. 

Penerimaan pembiayaan  antara lain dapat berasal dari  

pinjaman, dan hasil  divestasi. Pengeluaran pembiayaan 

antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok 

pinjaman,pemberian pinjaman kepada entitas pelaporan 

lain, dan penyertaan modal pemerintah daerah. 

69. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening 

kas umum daerah yang bersumber dari penerimaan 

pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil 

privatisasi perusahaan daerah, penerimaan  kembali 

pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan 

investasi permanen lainnya,dan pencairan dana cadangan. 

70. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada 

rekening kas umum daerah. 

71. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan 

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya atau 

jumlah setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. 

72. Penerimaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan 

akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan. 

73. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran 

rekening  kas umum daerah berupa pemberian pinjaman 

kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, 

pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun 

anggaran tertentu,dan pembentukan dana cadangan. 

74.  Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari 

rekening kas umum daerah. 

 



 

 

75. Pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana 

cadangan akan menambah  dana  cadangan yang   

bersangkutan.  Hasil‐hasil  yang diperoleh dari pengelolaan 

dana cadangan merupakan penambah dana   cadangan.   

Hasil tersebut dicatat  sebagai pendapatan‐LRA dalam pos 

pendapatan asli daerah lainnya. 

76. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan  

pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam 

periode tahun anggaran tertentu. 

77.  Selisih    lebih/kurang    antara    penerimaan    dan    

pengeluaran pembiayaan   selama   satu   periode   

pelaporan   dicatat   dalam pembiayaan neto. 

 

 

Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

78. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi 

penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. 

79. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan‐LRA dan 

belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 

selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos 

SiLPA/SiKPA. 

80. Sisa   lebih/kurang   pembiayaan   anggaran   pada   akhir   

periode pelaporan dipindahkan kelaporan perubahan saldo 

anggaran lebih. 

 

Transaksi Dalam Mata Uang Asing 

81. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam 

mata uang rupiah. 

82.  Dalam  hal  tersedia  dana  dalam  mata  uang  asing  yang  

sama dengan   yang digunakan dalam transaksi, maka 

transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan 

menjabarkannya kedalam mata uang rupiah berdasarkan 

kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. 

83.   Dalam  hal  tidak  tersedia  dana  dalam  mata  uang  asing  

yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing 

tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata 

uang  asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs 

transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk 

memperoleh valuta asing tersebut. 

 

 



 

 

84. Dalam  hal  tidak  tersedia  dana  dalam  mata  uang  asing  

yang digunakan  untuk bertransaksi dan mata uang asing 

tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka: 

a.  transaksi  mata  uang  asing  ke  mata  uang  asing  

lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; 

dan 

b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut 

dicatat dalam   rupiah berdasarkan kurs tengah bank 

sentral pada tanggal transaksi. 

 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

85. Laporan  perubahan  saldo  anggaran  lebih  menyajikan  

secara komparatif dengan periode sebelumnya pos‐pos 

berikut: 

a. Saldo anggaran lebih awal; 

b.    Penggunaan saldo anggaran lebih; 

c.  Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan; 

d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;  

e.    Lain‐lain; dan 

f.     Saldo anggaran lebih akhir. 

86. Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari 

unsur‐unsur yang terdapat dalam laporan  perubahan   

saldo   anggaran  lebih dalam catatan atas laporan 

keuangan. 

87. Format laporan perubahan saldo anggaran lebih disajikan 

dalam lampiran III kebijakan akuntansi ini 

 

NERACA 

Tujuan Pelaporan Neraca 

88. Tujuan penyajian neraca adalah memberikan informasi 

mengenai posisi  sumber  daya  ekonomi,   kewajiban,  dan  

ekuitas  entitas pelaporan pada tanggal tertentu. 

 

Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi Neraca 

89. Kebijakan akuntansi   neraca diterapkan dalam penyajian 

neraca entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang disusun 

dan disajikan dengan menggunakan berbasis akrual. 

 

 

 

 



 

 

Manfaat Informasi Dalam Neraca 

90. Informasi dalam neraca berguna untuk menilai kemampuan 

entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan 

pemerintahan di masa mendatang. 

91.  Penyajian   neraca   secara   komparatif   berguna   untuk   

menilai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, 

dan ekuitasentitas pelaporan. 

 

Periode Neraca 

92.  Neraca   disajikan   sekurang‐kurangnya   sekali   dalam   

setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan  suatu 

entitas berubah dan neraca  tahunan disajikan dengan 

suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu 

tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut: 

a.  alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; 

b. fakta  bahwa  jumlah‐jumlah  komparatif  dalam  neraca  

dan catatan‐catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 

93.  Entitas akuntansi menyajikan neraca selambat‐lambatnya 2 

(dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 

Faktor‐faktor seperti kompleksitas operasional pemerintah 

daerah yang dilaksanakan oleh entitas akuntansi tidak 

dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas 

akuntansi untuk menyajikan neraca tepat waktu. 

94. Entitas pelaporan menyajikan neraca selambat‐lambatnya 3 

(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 

Faktor‐faktor seperti kompleksitas operasionalpemerintah 

daerah yang dilaksanakan oleh entitas pelaporan tidak dapat 

dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas 

pelaporan untuk menyajikan neraca tepat waktu. 

 

Struktur Neraca 

95. Struktur neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas 

pada tanggal tertentu. 

 

Isi Neraca 

96. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode 

sebelumnya pos‐pos berikut: 

a. kas dan setara kas; 

b.  investasi jangka pendek; 

c. piutang pajak dan piutang bukan pajak; 

d.  persediaan; 

e.  investasi jangka panjang; 



 

 

f.   aset tetap; 

g.  kewajiban jangka pendek; 

h. kewajiban jangka panjang;dan 

 i. ekuitas. 

97.  Pos tambahan selain pos yang disebutkan pada paragraf 94 

dapat disajikan dalam neraca dengan tujuan untuk 

menyajikan posisi keuangan secara wajar. Pertimbangan 

disajikan pos tambahan secara terpisah  selain  pos  yang  

disebutkan  pada  paragraf  94  didasarkan pada faktor 

berikut ini: 

a. sifat, likuiditas, dan materialitas aset; 

b. fungsi pos‐pos tersebut dalam entitas akuntansi atau 

entitas pelaporan; dan 

c.  jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban. 

98. Contoh disajikan pos tambahan adalah aset tetap dengan 

sifat dan  fungsi yang berbeda, sehingga aset tetap diukur 

dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sekelompok aset 

tetap dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok 

lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan. 

Atas pertimbangan sifat dan fungsi yang berbeda dari contoh 

diatas, maka penyajian pos tambahan dengan tujuan 

menyajikan  secara  wajar  posisi   keuangan  suatu   entitas   

dapat disajikan dalam neraca. 

99. Format neraca disajikan dalam lampiran IV kebijakan 

akuntansi ini. 

 

Klasifikasi Pos Dalam Neraca 

100. Dalam   neraca  pengungkapan pos aset dan kewajiban 

meliputi jumlah  yang diharapkan akan diterima atau 

dibayar dalam waktu12 (dua belas) bulan setelah tanggal 

pelaporan dan jumlah yang diharapkan akan diterima atau 

dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

101. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengklasifikasikan 

aset menjadi aset lancar dan asset non lancar, dan 

mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka 

pendek dan kewajiban jangka panjang. 

 

 

 

 

 



 

 

Aset Lancar 

102.  Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: 

a. berupa kas dan setara kas; atau 

b. dapat direalisasikan, dipakai, dimiliki atau untuk dijual 

dalam waktu12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

103. Semua aset selain yang termasuk dalam huruf (a) dan (b)   

pada paragraf 100 diklasifikasikan sebagai aset non lancar. 

104. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka 

pendek, piutang, dan persediaan. 

105. Investasi  jangka  pendek  harus   memenuhi  karakteristik  

sebagai berikut: 

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; 

b. investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, 

artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut 

apabila timbul kebutuhan kas;dan 

c.   berisiko rendah. 

106. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka 

pendek meliputi: 

a. deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua 

belas) bulan dan/atau  yang dapat  diperpanjang  secara 

otomatis (revolving deposits); 

b.  pembelian   Surat   Utang   Negara   (SUN)   dan   pembelian 

Sertifikat Bank Indonesia(SBI). 

107. Pos‐pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, 

penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya 

yang diharapkan diterima  dalam  waktu  12  (dua  belas)  

bulan  setelah  tanggal pelaporan. 

108.  Persediaan meliputi: 

a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam 

rangka kegiatan operasional pemerintah daerah; 

b. bahan atau perlengkapan  (supplies) yang akan digunakan 

dalam proses produksi; 

c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk 

dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 

d.  barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. 

109. Barang atau  perlengkapan yang  digunakan  dalam  rangka  

kegiatan operasional pemerintah daerah, meliputi barang habis 

pakai, barang tak habis pakai dan barang bekas pakai. Contoh 

barang habis pakai misalnya alat tulis kantor. Contoh barang 

tak habis pakai seperti komponen peralatan.Dan contoh barang 

bekas pakai adalah komponen bekas. 



 

 

110. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, bahan 

atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau 

barang dalam proses produksi atau barang hasil produksi 

setengah jadi atau barang hasil produksi baik yang akan dijual 

atau diserahkan kepada masyarakat diklasifikasikan kedalam 

persediaan. Contoh barang persediaan ini adalah pupuk‐pupuk 

pertanian, yang diproduksi oleh pemerintah daerah, sehingga  

bahan untuk  membuat pupuk pertanian, pupuk pertanian 

yang masih dalam proses  produksi, dan pupukpertanian hasil 

produksi yang sudah jadi dikelompokkan menjadi persediaan. 

111.  Persediaan dapat terdiri dari: 

a. barang konsumsi; 

b.   bahan untuk pemeliharaan; 

c.   suku cadang; 

d.   persediaan untuk tujuan strategis/berjaga‐jaga; 

e.  bahan baku; 

f.   barang dalam proses/setengah jadi; 

g. tanah/bangunan   untuk   dijual   atau   diserahkan   

kepada masyarakat; 

h.  hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit 

tanaman. 

112. Persediaan  dalam  kondisi  rusak  atau   usang   tidak   

dilaporkan dalam neraca,tetapi diungkapkan dalam catatan 

atas laporan keuangan. 

 

Aset Non Lancar 

113. Aset non lancar meliputi aset yang bersifat jangka panjang dan 

aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak 

langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang 

digunakan masyarakat umum. 

114. Aset  nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi  jangka  

panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. 

115. Investasi  jangka  panjang   dibagi  menurut  sifat  penanaman 

investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi 

permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan 

untuk dimiliki secara  berkelanjutan,  dan investasi non 

permanen  adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan 

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian 

berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk 

dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk 

memperjualbelikan atau menarik kembali. Dan pengertian 



 

 

tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang 

berjangka waktu lebih dari 12 (dua  belas)  bulan  yang  

dimaksudkan  untuk  tidak dimiliki  terus  menerus  atau  ada  

niat untuk  memperjualbelikan atau menarik kembali. 

116.  Investasi permanen dapat berupa: 

a. penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha 

milik daerah; 

b. investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah untuk menghasilkan pendapatan atau 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

117. Penyertaan   modal   pemerintah   daerah   dapat   berupa   

surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non 

surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk 

saham pada perusahaan yang bukan perseroan. 

118.  Investasi nonpermanen dapat berupa: 

a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh 

temponya; 

b. penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat 

dialihkan kepada pihak ketiga; 

c. dana yang disisihkan pemerintah daerah  dalam  rangka 

pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara 

bergulir kepada kelompok masyarakat; 

d. investasi    nonpermanen    lainnya,    yang    sifatnya    

tidak dimaksudkanuntuk dimiliki pemerintah daerahs ecara 

berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan 

untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian. 

119. Asettetap diklasifikasikanberdasarkankesamaandalamsifat 

dan fungsinya dalam aktivitas operasi  entitas pelaporan. 

Klasifikasi aset tetap meliputi: 

a. tanah; 

b.  peralatandanmesin; 

c. gedungdanbangunan; 

d.  jalan,irigasi,dan jaringan; 

e.  asettetaplainnya;dan 

f.  konstruksi dalampengerjaan. 

120. Tanahyangdikelompokkansebagai aset tetapialahtanah yang 

diperoleh denganmaksuduntuk dipakaidalamkegiatan 

operasional pemerintah daerah dandalam kondisi siap 

dipakai. 



 

 

121. Gedung dan bangunan mencakup  seluruh gedung dan 

bangunan yangdiperolehdenganmaksuduntukdipakaidalam 

kegiatan operasional pemerintah daerah dandalam kondisi 

siap dipakai. 

122. Peralatan  dan  mesin  mencakup  mesin‐mesin  dan  

kendaraanbermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan 

peralatan lainnya yangnilainyasignifikandan masa  

manfaatnya lebih dari  12 (dua belas) bulan dan dalam 

kondisi siap pakai. 

123. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan 

jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta 

dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai. 

124. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan kedalam kelompok  aset tetap sebagaimana 

dimaksud pada  paragraf 118, 119,120, dan 121 yang 

diperoleh dan  dimanfaatkan   untuk  kegiatan  operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

125. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup  aset  tetap yang 

sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal 

laporan keuangan belum selesai seluruhnya. 

126. Aset  tetap  yang  tidak  digunakan  untuk  keperluan  

operasional pemerintah daerah tidak memenuhi  definisi aset 

tetap dan  harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan 

nilai tercatatnya. 

127. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 

menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar 

yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana 

cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. 

128. Aset    non lancar   lainnya   diklasifikasikan   sebagai   aset   

lainnya. Termasuk dalam asset lainnya adalah asset tak 

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo 

lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak 

ketiga (kemitraan), dan kas  yang dibatasi penggunaannya. 

 

Kewajiban Jangka Pendek 

129. Suatu  kewajiban diklasifikasikan  sebagai kewajiban  jangka  

pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) 

bulan setelah tanggal pelaporan atau suatu kewajiban yang 

jatuh tempo dalam waktu12 (dua belas) bulan setelah 

tanggal pelaporan. 



 

 

130. Kewajiban jangka pendek meliputi bunga pinjaman, utang 

jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak 

ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. 

 

KewajibanJangkaPanjang 

131. Semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria kewajiban 

jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

panjang. 

132. Suatu kewajiban tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban 

jangka panjang, meskipun memenuhi kriteria kewajiban 

jangka pendek, jika: 

a. jangka waktu kewajiban adalah periode lebih dari 12 (dua 

belas) bulan; 

b. entitas pelaporan bermaksud mendanai kembali 

(refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang 

yang didukung dengan adanya suatu perjanjian tentang  

pendanaan kembali (refinancing), atau penjadwalan 

kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan 

sebelum laporan keuangan diterbitkan,  dimana dalam 

laporan  keuangan subtansi kewajiban dimaksud pada 

tanggal pelaporan adalah kewajiban jangka panjang. 

133. Jumlah setiap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

paragraf 130, diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan. 

134. Contoh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam paragraf 

130 adalah perjanjian kewajiban yang menyebutkan 

persyaratan tertentu (covenant) yang dapat menyebabkan 

kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek 

(payableon demand). Apabila persyaratan tertentu yang 

terkait dengan perjanjian kewajiban dilanggar, maka 

kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek, 

tetapi  kewajiban dimaksud tetap dapat diklasifikasikan 

sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika: 

a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta 

pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan 

b. tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam 

waktu12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

 

Ekuitas 

135.  Ekuitas     adalah    kekayaan    bersih     pemerintah    

daerah    yang merupakan selisih antara aset pemerintah 

daerah dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal 

pelaporan. 



 

 

136. Ekuitas pada entitas akuntansi adalah kekayaan bersih 

entitas akuntansi yang merupakan selisih antara aset entitas 

akuntansi dan kewajiban entitas akuntansi pada tanggal 

pelaporan. 

137. Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas 

pada laporan perubahan ekuitas. 

 

Akuntansi Investasi Jangka Pendek 

138. Akuntansi investasi jangka pendek mengatur perlakuan 

akuntansi investasi jangka pendek yang meliputi saat 

pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan investasi 

jangka pendek pada laporan keuangan termasuk pengakuan 

hasil investasi jangkapendek. 

 

Pengakuan Investasi Jangka Pendek 

139. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam 

bentuk investasi jangka pendek dan perubahan piutang 

menjadi investasi jangka pendek dapat diakui sebagai 

investasi jangka pendeka pabila:  

a. tersedia bukti atau suatu jaminan yang 

mengidentifikasikan bahwa pemerintah daerah 

mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau 

jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu 

investasi jangka pendek; 

b. nilai  perolehan  atau  nilai  wajar  investasi  jangka  

pendek dapat diukur secara memadai (reliable). 

140. Kriteria    pengakuan     investasi    jangka    pendek    

sebagaimana dinyatakan  padaparagraf 138 butir b, dapat 

dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran  atau 

pembelian yang  didukung dengan bukti yang 

mengidentifikasikan biaya perolehannya. 

 

Pengukuran Investasi Jangka Pendek 

141.  Investasi  jangka pendek dalam bentuk surat berharga 

seperti saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat 

sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi  harga 

transaksi investasi jangka pendek ditambah komisi 

perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul 

dalam rangka perolehan investasi jangka pendek. 

 

 



 

 

142. Apabila  investasi  jangka  pendek  dalam  bentuk  surat  

berharga diperoleh tanpa biaya perolehan,  maka investasi 

jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi 

jangka pendek pada tanggal perolehan yaitu  sebesar harga  

pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai 

berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan untuk 

memperoleh investasi jangka pendek. 

143.  Investasi   jangka   pendek   dalam   bentuk    non   saham   

seperti deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal 

deposito. 

 

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Pendek 

144.  Hasil  investasi  jangka  pendek,  berupa   bunga  deposito,  

bunga obligasi,    dan  dividen  tunai  (cash  dividend),  

diakui  pada  saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. 

 

Pelepasan Dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek 

145. Pelepasan investasi jangka pendek dapat terjadi karena 

penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan 

lain sebagainya. 

146.  Perbedaan antara hasil pelepasan investasi jangka pendek 

dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan 

kepada laba/rugi pelepasan investasi jangka pendek. 

Laba/rugi pelepasan investasi jangka pendek disajikan 

dalam laporan operasional. 

 

Pengungkapan Investasi Jangka Pendek 

147.  Hal‐hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan 

keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi 

jangka pendek, meliputi: 

a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi 

jangka pendek; 

b. investasi jangka pendek yang dinilai dengan nilai wajar 

dan alasan digunakan nilai wajar; serta 

c. perubahan pos investasi jangka pendek. 

 

Akuntansi Piutang 

148.  Akuntansi  piutang   mengatur  perlakuan  akuntansi  piutang  

yang meliputi  saat pengakuan, pengukuran, dan 

pengungkapan piutang pada laporan keuangan. 

 

 



 

 

Pengakuan Piutang 

149. Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah 

diawali dengan pengakuan terhadap pendapatan yang 

mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai 

piutang harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. telah diterbitkan surat ketetapan;dan/atau 

b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah                   

dilaksanakan penagihan. 

150. Terdapat   peristiwa‐peristiwa    yang    menimbulkan    hak    

tagih pemerintah daerah,  seperti peristiwa pemberian 

pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa 

oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga. Hak tagih 

pemerintah daerah dapat diakui sebagai piutang dan dicatat 

sebagai aset lancar dalam neraca, apabila memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang 

menyatakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan 

pihak ketiga secara jelas; 

b. jumlah piutang dapat diukur; 

c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan 

penagihan; dan 

d.   belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 

151. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah 

berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan 

Ganti Rugi (TGR), harus didukung dengan bukti Surat 

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang 

menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan 

dengan cara damai (diluar pengadilan). SKTM merupakan 

surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut 

menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti 

kerugian  tersebut. Apabila penyelesaianTP/TGR tersebut 

dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang 

baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah 

diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 

152. Untuk piutang entitas akuntansi yang penagihannya 

diserahkan kepada pemerintah daerah, pengakuan atas 

piutang tersebut tetap melekat pada entitas akuntansi yang 

bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan 

pengakuan atas piutang tersebut. 

 

 

 

 



 

 

Pengukuran Piutang 

153. Pengukuran piutang yang berasal dari pendapatan daerah 

diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (netrealizable 

value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak 

tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar 

nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih 

berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari 

pendapatan. Daftar umur piutang dibedakan menjadi daftar 

umur piutang pajak dan daftar umur piutang retibusi. dengan 

penyisihan piutang sebagai berikut ; 

(1) Piutang Pajak 

Untuk piutang Pajak, daftar umur piutang dan penyisihan 
dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok umur piutang, 
yaitu: 

- 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan 
piutang tidak tertagih sebesar 10%; 

- 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan 
piutang tidak tertagih sebesar 25%; 

- 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, penyisihan 
piutang tidak tertagih sebesar 50%; 

- 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, 
penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 75%; 

- Diatas 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih 
sebesar 100%. 

(2) Piutang Retribusi 

Untuk Piutang Retribusi, daftar umur piutang dan 
penyisihan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok 
umur piutang, yaitu: 

- 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan 
piutang tidak tertagih sebesar 10%; 

- 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan 
piutang tidak tertagih sebesar 50%; 

- Diatas 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih 

sebesar 100%; 

Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan 

ketentuan perundang‐undangan yang berlaku. 

154. Pengukuran atas peristiwa‐peristiwa yang menimbulkan 

piutang adalah sebagai berikut: 

a. piutang yang timbul atas pemberian pinjaman dinilai 

dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau 

apabila berupa barang/jasa harus  dinilai dengan nilai  

wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut, 

apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai 

kewajiban bunga, denda, commitmentfee dan/atau 

biaya‐biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode 

pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, 



 

 

commitmentfeedan/atau biaya lainnya pada periode berjalan 

yang terutang atau belum dibayar pada akhir periode 

pelaporan yang menjadi hak pemerintah daerah; 

b. piutang  yang  timbul  atas  penjualan  diakui  sebesar  nilai 

sesuai  naskah perjanjian penjualan yang terutang atau 

belum dibayar pada akhir periode pelaporan, apabila dalam 

perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, 

maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya; 

c. piutang  yang  timbul  atas  kemitraan  diakui  berdasarkan 

ketentuan‐ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah 

perjanjian kemitraan; 

d. piutang yang timbul atas pemberian fasilitas atau jasa 

diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan 

oleh pemerintah daerah pada periode pelaporan, dikurangi 

dengan pembayaran  atau  uang  muka  yang  telah  

diterima  oleh pemerintah daerah. 

155. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut: 

a. disajikan sebagai  asset lancer sebesar nilai yang jatuh 

tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih 

dalam12(dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat 

ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; 

b. disajikan  sebagai  aset  lainnya  terhadap  nilai  yang  akan 

dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya. 

 

Pengungkapan Piutang 

156. Piutang disajikan dalam neraca sebagai aset lancar. Piutang 

disajikan sebesar   jumlah   bersih,  yaitu  jumlah  seluruh  

tagihan  piutang dikurangi dengan penyisihan piutang tak 

tertagih. 

157. Piutang  diungkapkan secara memadai dalam catatan atas 

laporan keuangan, yang meliputi: 

a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan 

pengukuran piutang,termasuk yang diterapkan dalam 

pembentukan penyisihan piutang tak tertagih; 

b.  rincian jenis‐jenis piutang dan saldo menurut umur piutang 

untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya; 

c. jumlah   penyisihan   piutang   tak   tertagih   yang   

dibentuk dengan disertai daftar umur piutang; 

Akuntansi Persediaan 

158. Akuntansi persediaan mengatur perlakuan akuntansi 

persediaan yang meliputi saat pengakuan, pengukuran, dan 

pengungkapan persediaan pada laporan keuangan. 



 

 

 

Pengakuan Persediaan 

159. Persediaan diakui: 

a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh 

pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang 

dapat diukur dengan andal; 

b. pada saat diterima  atau  hak  kepemilikannya   dan/atau 

kepenguasaannya berpindah. 

160. Pada  akhir  periode  akuntansi  catatan  persediaan  

disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. 

 

Pengukuran Persediaan 

161. Persediaan disajikan sebesar: 

a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 

b. harga pokok produk siapa bila diperoleh dengan 

memproduksi sendiri; 

c. nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 

persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan 

dinilai dengan menggunakan nilai wajar. 

162. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya 

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang 

secara langsung dapat dibebankan padaperolehan persediaan. 

Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi 

biaya perolehan. 

163. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang 

terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak 

langsung yang dialokasikan secara sistematis. 

 

164. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan: 

a. metode sistematis seperti FIFO atau rata‐rata tertimbang; 

b. harga pembelian  terakhir  apabila  setiap  unit  

persediaan nilainya tidak material dan bermacam‐macam 

jenis. 

 

Beban Persediaan 

165. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of 

goods). 

166. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam  rangka 

penyajian Laporan Operasional. 



 

 

167. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode 

perpetual untuk persediaan jenis obat-obatan dan alat 

kesehatan sedangkan untuk persediaan yang lain dicatat 

dengan metode periodik. 

168. Dalam hal  persediaan dicatat secara perpetual, maka 

pengukuran pemakaian  persediaan dihitung  berdasarkan 

catatan jumlah  unit yang dipakai dikalikan nilai perunit sesuai 

metode penilaian yang digunakan. 

169. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka 

pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan 

inventarisasi fisik,yaitu dengan cara saldo awal persediaan 

ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi 

dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai 

dengan metode penilaian yang digunakan. 

 

Pengungkapan Persediaan 

170. Laporan keuangan mengungkapkan: 

a. kebijakan   akuntansi   yang   digunakan   dalam   

pengukuran persediaan; 

b. penjelasan  lebih  lanjut  persediaan  seperti  barang  atau 

perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan 

masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan 

dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk 

dijual atau diserahkan kepada masyarakat,dan barang 

yang masih dalam proses produksi  yang   dimaksudkan  

untuk  dijual   atau   diserahkan kepada masyarakat; dan 

c. jenis, jumlah,  dan nilai persediaan  dalam kondisi rusak  

atau usang. 

 

Akuntansi Investasi Jangka Panjang 

171. Akuntansi investasi jangka panjang mengatur perlakuan 

akuntansi investasi jangka panjang yang meliputi saat 

pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan investasi jangka 

panjang pada laporan keuangan, termasuk metode penilaian 

investasi jangka panjang. 

 

Pengakuan Investasi Jangka Panjang 

172. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam 

bentukinvestasijangkapanjangdanperubahanpiutangmenjadiin

vestasi jangka panjangdapat diakui sebagaiinvestasi 

jangkapanjangapabila:  



 

 

a.  tersedia bukti atau suatu jaminan yang 

mengidentifikasikan bahwa pemerintah daerah 

mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau 

jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu 

investasi jangkapanjang; 

b. nilai  perolehan  atau  nilai  wajar  investasi  jangka  

panjang dapat diukur secara memadai (reliable). 

173. Kriteria    pengakuan    investasi    jangka    panjang    

sebagaimana dinyatakan pada paragraf 167 butir b, dapat 

dipenuhi karena adanya transaksi  pertukaran  atau 

pembelian  yang didukung dengan bukti yang 

mengidentifikasikan biaya perolehannya. 

 

Pengukuran Investasi Jangka Panjang 

174. Investasijangka panjang yang bersifat permanen seperti 

penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya 

perolehan yang meliputi harga transaksi investasi jangka 

panjang ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka 

perolehan investasi jangka panjang tersebut. 

175. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi 

jangka panjang dan investasi jangka panjang yang 

dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai 

sebesar nilai perolehan. 

176.    Investasi   nonpermanen   yang       dimaksudkan       untuk 

penyehatan/penyelamatan perekonomian seperti dana 

talangan dalam rangka penyehatan perbankan milik 

pemerintah daerah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan. 

177. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran 

aset pemerintah daerah, maka nilai investasi jangka panjang 

adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi 

jangka panjang jika harga perolehan tidak ada. 

178. Diskonto   atau   premi pada   pembelian investasi  jangka 

panjang diamortisasi selama periode dari pembelian sampai 

saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari 

investasi jangka panjang tersebut. Diskonto atau premi yang 

diamortisasi dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan 

bunga, sehingga merupakan penambahan  atau pengurangan  

dari nilai tercatat (carrying value) investasi jangka panjang. 

 

 

 

 



 

 

Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang 

 179. Penilaian investasi jangka panjang pemerintah daerah 

dilakukan dengan tiga metode,terdiri atas: 

a. metode biaya; 

b. metode ekuitas;dan 

c. metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. 

180. Penilaian investasi jangka panjang dengan metode biaya 

adalah mencatat investasi jangka panjang sebesar biaya 

perolehan, dan pendapatan atas investasi jangka panjang 

diakui sebesar bagian pendapatan yang diterima dan tidak 

mempengaruhi besarnya investasi jangka panjang tersebut. 

Metodeini digunakan untuk kepemilikan pemerintah daerah 

atas investasi jangka panjang kurang dari20% (dua puluh 

persen). 

181. Penilaian investasi  jangka  panjang dengan metode  ekuitas 

adalah mencatat nilai awal investasi jangka  panjang  sebesar 

biaya perolehan yang ditambahkan atau dikurangkan sebesar 

bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal 

perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham 

yang  diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai 

investasi jangka npanjang tersebut. Dengan metode ini 

diperlukan penyesuaian atas nilai investasi jangka panjang 

untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah 

daerah. Metode ini digunakan untuk kepemilikan pemerintah 

daerah atas investasi  jangka panjang lebih  dari dari 20%, 

(dua puluh persen) atau  kurang dari20% (dua puluh persen) 

tetapi  memiliki pengaruh (thedegreeof influence) yang 

signifikan. 

182. Penilaian  investasi  jangka  panjang dengan metode  nilai  

bersih yang  dapat direalisasikan digunakan untuk investasi 

jangka panjang yang akan dilepas atau dijual dalam jangka 

waktu dekat, seperti investasi jangka panjang bersifat 

nonpermanen. 

 

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang 

183. Hasil investasi jangka panjang berupa dividen tunai yang 

pencatatannya menggunakan metode biaya, diakui sebagai 

pendapatan hasil investasi jangka panjang. 

184. Hasil   investasi   jangka   panjang   berupa   dividen   tunai   

yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, diakui 

sebagai pendapatan hasil investasi jangka panjang dan akan 

mengurangi nilai investasi jangka panjang. 



 

 

185. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan 

menambah nilai investasi jangka panjang. 

Pelepasan Dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang 

186. Pelepasan investasi jangka panjang dapat terjadi karena 

penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan 

lain sebagainya. 

187. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi jangka panjang 

dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan 

kepada laba/rugi pelepasan investasi jangka panjang. 

Laba/rugi pelepasan investasi jangka panjang disajikan dalam 

laporan operasional. 

 

Pengungkapan Investasi Jangka Panjang 

188. Hal‐hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan 

keuangan pemerintah  daerah berkaitan dengan  investasi 

jangka  panjang, antaralain: 

a.  kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi 

jangka panjang; 

b. jenis‐jenis investasi jangka panjang, yang bersifat 

permanen maupun nonpermanen; 

c.  penurunan nilai investasi jangka panjang yang signifikan 

dan penyebab penurunan tersebut; 

d. investasi jangka panjang yang dinilai  dengan  nilai wajar  

dan alasan penerapannya; 

e. perubahan pos investasi jangka panjang. 

 

AkuntansiAsetTetap 

189. Akuntansi aset tetap mengatur perlakuan akuntansi aset 

tetap yang meliputi saat pengakuan, pengukuran, dan 

pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan. 

 

Pengakuan Aset Tetap 

190. Asettetap diakui padasaat manfaat ekonomi masadepandapat 

diperolehdannilainyadapatdiukurdenganhandal. Untukdapat 

diakuisebagai aset tetap harus dipenuhi kriteriasebagai 

berikut: 

a. berwujud; 

b.  mempunyai masamanfaatlebihdari 12 (duabelas) bulan.  

c.  biaya perolehanasetdapatdiukur secaraandal. 

d. tidak dimaksudkan untuk dijua dalam operasi normal 

entitas. 



 

 

e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk 

digunakan. 

191. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap tanah,maka tanah 

harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara 

handal, tidak dimaksudkan  untuk  dijual  dalam  kondisi   

normal  entitas  dan diperoleh dengan maksud untuk 

digunakan. Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan 

adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak 

kepemilikan  dan/atau  penguasaan  secara  hukum  seperti 

sertifikat  tanah. Apabila  perolehan tanah  belum  didukung 

dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus  

diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah 

berpindah,  misalnya telah terjadi pembayaran dan 

penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik 

sebelumnya. 

192. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap gedung dan bangunan, 

maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai 

masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya 

perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan 

untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh 

dengan maksud untuk digunakan. Gedung dan bangunan 

diakui pada saat gedung dan  bangunan telah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat 

penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai, pengakuan 

gedung dan bangunan akan lebih dapat dihandalkan apabila 

terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak 

kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. 

193.  Untuk dapat diakui sebagai asset tetap peralatan dan mesin, 

maka peralatan dan mesin harus berwujud dan mempunyai 

masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya 

perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan 

untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh 

dengan maksud  untuk digunakan.  Peralatan dan mesin 

diakui pada saat peralatan da nmesin telah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat 

penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. 

194. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap jalan, irigasi, dan 

jaringan, maka  jalan, irigasi, dan jaringan harus berwujud 

dan  mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan, biaya perolehannya dapat diukur  secara  handal, tidak 

dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan 

diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Jalan, irigasi, 

dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah 



 

 

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada 

saat penguasaannya berpindah serta  telah siap dipakai. 

195.  Aset  tetap  lainnya  diakui  pada  saat  aset  tetap  lainnya  

telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau 

pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. 

196.  Suatu  aset  berwujud  harus  diakui  sebagai  konstruksi  

dalam pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur 

secara andal dan masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi 

dalam pengerjaan dipindahkan keaset tetap yang 

bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut 

dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan 

perolehannya. 

 

Pengukuran Aset Tetap 

 197.  Aset tetap  dinilai  dengan biaya perolehan.  Apabila penilaian 

aset tetap dengan menggunakan biaya  perolehan  tidak 

memungkinkan maka nilai  aset tetap  didasarkan  pada  nilai  

wajar  pada  saat perolehan. Penggunaan nilai wajar pada saat 

peroleh tidak diterapkan pada proses penilaian kembali 

(revaluasi). 

198. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya 

atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya 

yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa 

asset tersebut ke kondisi yang membuat  aset  tersebut dapat 

bekerja  untuk penggunaan yang dimaksudkan. 

199. Pengukuran  aset  tetap  akan  andal  apabila  terdapat  

transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang 

mengidentifikasikan biayanya. Apabila entitas membangun 

sendiri aset tetap maka biaya perolehan adalah biaya yang 

digunakan dalam proses konstruksi atau dari transaksi 

dengan pihak eksternal untuk perolehan bahan baku, tenaga 

kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. 

200. Biaya perolehan  aset tetap yang dibangun dengan cara 

swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan 

baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan 

dan pengawasan, perlengkapan,   tenaga   listrik, sewa 

peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan 

dengan pembangunan aset tetap tersebut. 

201. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan 

tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset 

tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan 

minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak 

dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. 



 

 

202. Penentuan nilai satuan minimum kapitaliasi aset tetap 

sebagaimana dimaksud dalam paragraf 200 yang diperoleh 

dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan 

dalam kondisi siap dipakai. 

203.  Batas  nilai  satuan  minimum  kapitalisasi  aset  mengacu  

kepada ketentuan  sebagaimana  terlampir  dalam  lampiran  

VIII  Kebijakan Akuntansi ini. 

204.  Untuk aset tetap yang nilai perolehannya dibawah nilai 

kapitalisasi maka dicatat sebagai aset ekstrakomptable. 

 

Tanah 

205. Tanah  dinilai  dengan biaya  perolehan. Biaya perolehan  

mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, 

biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya 

pematangan, pengukuran,   penimbunan,   dan   biaya  

lainnya  yang  dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. 

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak 

pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut 

dimaksudkan untuk dimusnahkan. 

206. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya 

perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah  didasarkan 

pada  nilai wajar atau harga taksiran pada saat perolehan. 

207. Tidak ada nilai satuan minimum untuk tanah, sehingga 

berapapun nilai tanah dikapitalisasi. 

 

Gedung 

208. Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. 

Apabila penilaian Gedung dan bangunan dengan 

menggunakan biaya perolehan  tidak  memungkinkan  maka 

nilai  aset tetap  didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada 

saat perolehan.Biaya perolehan gedung dan bangunan 

menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya 

perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara 

swakelola  meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan 

baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan 

dan pengawasan,   perlengkapan,  tenaga  listrik,  sewa  

peralatan,   dan semua  biaya lainnya yang terjadi berkenaan 

dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan 

IMB, notaris, dan pajak. 

 



 

 

209. Jika  gedung  dan  bangunan  diperoleh  melalui  kontrak,  

biaya perolehan  meliputi nilai kontrak,  biaya perencanaan 

dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, serta pajak. 

210. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan 

(donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 

 

Peralatan dan Mesin 

211. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah 

pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh 

peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya 

perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari 

pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, 

biaya instalasi, pajak, serta biaya langsung lainnya untuk 

memperoleh dan mempersiapkan sampai  peralatan dan 

mesin tersebut siap digunakan. 

212. Biaya  perolehan  peralatan  dan  mesin  yang  diperoleh  

melalui Kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan 

dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan serta 

pajak. 

213.  Biaya perolehan  Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan 

cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenagakerja, 

bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya 

perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, 

sewa peralatan, pajak, dan semua biaya lainnya yang terjadi 

berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin 

tersebut. 

214. Peralatan  dan  Mesin  yang  diperoleh  dari  sumbangan  

(donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 

 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

215. Biaya   perolehan    jalan,   irigasi,   dan   jaringan    

menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap  pakai.  

Biaya  ini  meliputi  biaya  perolehan atau  biaya  konstruksi   

dan  biaya‐  biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi 

dan jaringan tersebut siap pakai. 

216. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang 

diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan 

pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya 

pengosongan, pajak, dan pembongkaran bangunan lama. 

 

 



 

 

217. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang 

dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak 

langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga 

kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, 

biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran 

bangunan lama. 

218. Jalan,   irigasi   dan   jaringan   yang   diperoleh   dari   

sumbangan (donasi)  dicatat sebesar nilai wajar pada saat 

perolehan. 

 

Aset Tetap Lainnya 

219. Biaya  perolehan  aset  tetap  lainnya  menggambarkan  

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset 

tersebut sampai siap pakai. 

220.  Biaya   perolehan    aset  tetap    lainnya   yang  diperoleh  

melalui kontrak  meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya 

perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. 

221. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui 

swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang 

terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa 

peralatan,biaya perencanaan dan pengawasan, biaya 

perizinan, pajak, dan jasa konsultan. 

 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 

222.  Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. 

223. Biaya perolehan konstruksiyang dikerjakan  secara  swakelola 

meliputi: 

a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan 

konstruksi yang  mencakup biaya  pekerja lapangan  

termasuk  penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, 

peralatan dan bahan‐bahan dari dan kelokasi konstruksi; 

penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan 

dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan 

kegiatan konstruksi. 

b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada 

umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut 

mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan 

teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan 

konstruksi tertentu; dan biaya‐ biaya lain yang  dapat 

diidentifikasikan  untuk  kegiatan konstruksi yang 

bersangkutan seperti biaya inspeksi. 

 

 



 

 

224. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak 

konstruksi meliputi: 

a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor 

sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; 

b.  pembayaran  klaim  kepada  kontraktor  atau  pihak  

ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak 

konstruksi. 

 

Perolehan Secara Gabungan 

225.  Biaya perolehan dari masing‐masing aset tetap yang 

diperoleh secara gabungan ditentukan dengan 

mengalokasikan harga gabungan berdasarkan 

perbandingan nilai wajar masing‐masing aset. 

Pertukaran Aset (Exchange of Assets) 

226. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau 

pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset 

lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai 

wajar asset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai 

tercatat asset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah 

setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. 

227. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas 

suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa 

dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga 

dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan  aset 

yang serupa.  Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan 

dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang  

baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) 

atas aset yang dilepas. 

228. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan 

bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas asset 

yang dilepas.  Dalam kondisi seperti ini, asset yang dilepas 

harus diturun‐nilai‐bukukan (written down) dan nilai setelah 

diturun‐nilai‐bukukan (written down) tersebut merupakan 

nilai aset yang diterima. Contoh dari   pertukaran  atas   aset  

yang   serupa   termasuk   pertukaran bangunan,  mesin,  

peralatan khusus.  Apabila terdapat aset lainnya dalam   

pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan 

bahwa  pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang 

sama. 

 

 

 

 



 

 

Aset Donasi 

229.  Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa 

persyaratan suatu aset tetap kesatu entitas, misalnya 

perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang 

dimilikinya untuk digunakan oleh satu entitas akuntansi 

tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut 

akan sangat andal bila didukung  dengan bukti perpindahan 

kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. 

230. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan 

aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas 

lain kepada pemerintah daerah. 

231. Apabila perolehan aset tetap  memenuhi kriteria perolehan 

aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai 

pendapatan operasional. 

 

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) 

232. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang 

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 

memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam 

bentuk kapasitas, mutu  produksi, atau peningkatan standar 

kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat asset tetap yang 

bersangkutan. 

233. Suatu   pengeluaran   belanja   pemeliharaan   akan   

diperlakukan sebagai belanja  modal  (dikapitalisasi  menjadi  

aset  tetap)  jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: 

a.  Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara: 

1)   bertambah ekonomis/efisien; dan/atau 

2)   bertambah umur ekonomis; dan/atau 

3)   bertambah volume; dan/atau 

4)   bertambah kapasitas produksi. 

b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan 

barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan 

minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. 

234. Batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) digunakan 

dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus 

dikapitalisasi atau tidak disesuaikan dengan pengukuran aset 

tetap. 

235. Batas kapitalisasi atas pengeluaran sebagaimana dimaksud 

pada paragrap 232 (dua ratus tiga puluh dua) adalah 

sebagaimana terlampir dalam lampiran VIII Kebijakan 

Akuntansi ini. 

 



 

 

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap 

Pengakuan Awal 

236. Aset  tetap   disajikan  berdasarkan  biaya   perolehan   aset  

tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi 

yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap  akan  

disajikan dengan penyesuaian pada masing‐ masing akun aset 

tetap dan akun ekuitas. 

 

Penyusutan 

237. Penyusutan  adalah alokasi yang  sistematis  atas  nilai suatu 

aset tetapyang dapat disusutkan (depreciable assets) selama 

masa manfaat aset yang bersangkutan. 

238. Nilai  penyusutan  untuk  masing‐masing  periode  diakui  

sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan 

beban penyusutan dalam laporan operasional. 

239. Penyesuaian nilaiasettetap dilakukandengan berbagai 

metodeyang sistematissesuai dengan masamanfaat. Metode 

penyusutanyang digunakan harusdapatmenggambarkan 

manfaatekonomiatau kemungkinanjasa(servicepotential)yang 

akan mengalirke pemerintah daerah. 

240. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau 

secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi 

sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan 

datang harus dilakukan penyesuaian. 

241. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis 

lurus sesuai dengan umur ekonomis masing-masing Aktiva 

Tetap. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung 

penyusutan atas aset yang diperoleh tengah tahun dengan 

metode tahunan artinya dianggap satu tahun penyusutannya 

pada akhir tahun berjalan. 

242. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset 

tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset 

tersebut. 

243. Masa manfaat dan penambahan masa manfaat atau umur 

ekonomis aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset 

tetap baik berupa overhaul dan renovasi ditentukan  

sebagaimana   sebagaimana terlampir dalam lampiran IX 

Kebijakan Akuntansi ini. 

 

 

 

 

 



 

 

Penghentian Dan Pelepasan (Retirementand Disposal) 

244. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan 

atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya 

dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. 

245. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas 

harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

246. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 

daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus 

dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai 

tercatatnya. 

 

Pengungkapan Aset Tetap 

247. Laporan  keuangan  harus  mengungkapkan   untuk   

masing‐masing jenis aset tetap sebagai berikut: 

a. dasar  penilaian  yang  digunakan  untuk  menentukan  

nilai tercatat (carrying amount); 

b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode 

yang menunjukkan: 

1.  penambahan; 

2.   pelepasan; 

3.  akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 

4.   mutasi aset tetap lainnya. 

c.   informasi penyusutan, meliputi: 

1. nilai penyusutan; 

2.   metode penyusutan yang digunakan; 

3.  masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 

4. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada 

awal dan akhir periode. 

248.  Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: 

a.  eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 

b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan 

dengan aset tetap; 

c.  jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; 

dan 

d.  jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 

 

 

 



 

 

249. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, 

maka hal‐hal berikut harus diungkapkan: 

a.  dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; 

b.  tanggal efektif penilaian kembali; 

c.  jika ada, nama penilai independen; 

d. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk 

menentukan biaya pengganti; 

e.  nilai tercatat setiap jenis aset tetap. 

250.  Aset bersejarah diungkapkan secara  rinci, antara lain nama, 

jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud. 

251. Metode penghitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud 

dilakukan dengan metode rata-rata tertimbang. 

 

Akuntansi Kewajiban 

252. Akuntansi  kewajiban  mengatur  perlakuan   akuntansi  

kewajiban yangmeliputisaat pengakuan,pengukuran,dan 

pengungkapan kewajiban  jangka  pendek  dan  kewajiban  

jangka   panjang  pada laporan keuangan. 

 

Pengakuan Kewajiban 

253. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh 

pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai 

dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. 

254. Kewajiban dapat timbul dari: 

a.   transaksi dengan pertukaran (exchange transactions); 

b. transaksi   tanpa   pertukaran   (non‐exchange   

transactions), sesuai hukum yang  berlaku  dan  

kebijakan yang  diterapkan, yang belum dibayar lunas 

sampai dengan saat tanggal pelaporan; 

c.   kejadian    yang    berkaitan    dengan    pemerintah    

daerah (government‐related events); 

d. kejadian yang diakui pemerintah 

(government‐acknowledged events). 

255. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika 

masing‐masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan 

dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua 

arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk 

menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan 

pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima 

barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang 

atau sumber daya lain dimasa depan. 



 

 

256. Suatu  transaksi  tanpa  pertukaran  timbul ketika satu  

pihak  dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara 

langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai 

gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber 

daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran,  suatu  

kewajiban  harus  diakui  atas jumlah  terutang yang belum 

dibayar pada tanggal pelaporan. 

 

Pengukuran Kewajiban 

257. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas 

kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah 

pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi 

setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai 

pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat 

kewajiban tersebut. 

258. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti 

karakteristik dari masing‐masing pos kewajiban. 

 

Pengungkapan Kewajiban 

259. Kewajibanpemerintah 

daerahharusdiungkapkansecararincidalam 

bentukdaftarskedulutang untuk memberikan informasi yang 

lebih baik kepadapengguna laporan keuangan. 

260. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi‐informasi 

yangharus disajikan dalam Catatan atasLaporan Keuangan 

adalah: 

a. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang 

yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; 

b. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan 

tingkat bunga yang berlaku; 

c.  konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban 

sebelum jatuh tempo; 

d.   perjanjian restrukturisasi utang meliputi: 

1.   pengurangan pinjaman; 

2.   modifikasi persyaratan utang; 

3.   pengurangan tingkat bunga pinjaman; 

4.   pengunduran jatuh tempo pinjaman; 

5.   pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan 

6. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan 

periode pelaporan. 

e. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam  bentuk 

daftar umur utang berdasarkan kreditur. 



 

 

f.   biaya pinjaman , yang meliputi: 

1.   perlakuan biaya pinjaman; 

2. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode 

yang bersangkutan; dan 

3.   tingkat kapitalisasi yang dipergunakan 

261.  Atas hutang jaminan bongkar reklame merupakan dana 

titipan wajib pajak reklame yang apabila dibongkar oleh wajib 

pajak reklame sendiri maka dilakukan pengurangan hutang 

atas dasar penerbitan SP2D non anggaran. Apabila dibongkar 

oleh Pemerintah Kota Mataram maka diakui sebagai 

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran 

Reklame. 

 

LAPORAN ARUS KAS Tujuan Pelaporan Arus  Kas 

262. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi 

mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara 

kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara 

kas pada tanggal pelaporan. 

 

Manfaat Informasi Arus Kas 

263.  Manfaat informasi dalam laporan arus kas adalah: 

a. informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah 

arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk 

menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah 

dibuat sebelumnya. 

b.  laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban 

arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode 

pelaporan. 

c. apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, 

laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi 

perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas 

pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah 

(termasuk likuiditas dan solvabilitas). 

 

Periode LaporanArus Kas 

264. Laporan arus kas disajikan sekurang‐kurangnya sekali dalam 

setahun. Dalam situasi tertentu  tanggal  laporan  suatu entitas 

berubah  dan laporan arus kas disajikan pada periode tertentu 

yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas 

mengungkapkan informasi sebagai berikut: 

 



 

 

a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; 

b. fakta bahwa jumlah‐jumlah komparatif dalam neraca dan 

catatan‐catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 

 

Tepat Waktu 

265. Entitas pelaporan menyajikan laporan arus kas 

selambat‐lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun 

anggaran. Manfaat laporan arus kas berkurang jika laporan 

tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor‐faktor 

seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan 

pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk 

menyajikan laporan keuangan tepat waktu. 

 

Struktur Laporan Arus Kas 

266. Laporan   arus  kas   adalah  bagian   dari  laporan  finansial  

yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas 

selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan 

aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. 

 

Isi Laporan Arus Kas 

267. Laporan arus kas berisi penerimaan dan pengeluaran kas dan 

setara kas selama periode tertentu. Laporan arus kas tidak 

berisi informasi mengenai mutasi antar pos‐pos kas dan setara 

kas, karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari 

manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas 

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. 

268. Format laporan arus kas disajikan dalam lampiran V kebijakan 

akuntansi ini. 

 

Klasifikasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dan Setara Kas 

269. Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas 

dalam laporan arus kas terdiri dari: 

a.    Aktivitas Operasi. 

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas  yang   ditujukan  untuk  kegiatan  

operasional  pemerintah daerah selama satu periode 

akuntansi. Aktivitas operasi juga mencakup  penerimaan 

atas penjualan dan/atau pengeluaran atas perolehan surat 

berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yaitu 

surat berharga yang dibeli dengan tujuan untuk dijual 

kembali. Aktivitas ini juga mencakup pemberian dana 

kepada entitas lain yang peruntukannya belum jelas 



 

 

apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau 

untuk membiayai aktivitas periode berjalan. Cakupan ini 

dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator 

yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah 

daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk 

membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan 

datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh 

dari: 

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; 

2. Penerimaan Dana Perimbangan; dan 

3. Penerimaan Lain‐lain Pendapatan yang Sah; 

Arus  keluar  kas  untuk aktivitas  operasi terutama digunakan 

untuk: 

1.   Pembayaran Pegawai; 

2.   Pembayaran Barang; 

3.   Pembayaran Bunga; 

4.   Pembayaran Subsidi; 

5.   Pembayaran Hibah; 

6.   Pembayaran Bantuan Sosial; 

7.   Pembayaran Lain‐lain/Kejadian Luar Biasa; dan 

8.   Pembayaran Transfer.  

b.    Aktivitas Investasi 

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan 

pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak 

termasuk dalam setara kas. 

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan 

penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka 

perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang 

bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung 

pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa 

yang akan datang. 

 

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: 

1.   Penjualan Aset Tetap; 

2.   Penjualan Aset Lainnya; 

3.   Pencairan Dana Cadangan; 

4.   Penerimaandari Divestasi; 

5.   Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.  



 

 

 

Arus keluarkas dari aktivitas investasi terdiri dari: 

1.   Perolehan Aset Tetap; 

2.   Perolehan Aset Lainnya; 

3.   Pembentukan Dana Cadangan; 

4.   PenyertaanModal Pemerintah Daerah; 

5.   Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.  

c.   AktivitasPendanaan 

Aktivitas  Pendanaan adalah aktivitas   penerimaan    

dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian 

piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka 

panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan 

komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka 

panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan 

penerimaan dan  pengeluaran kas yang berhubungan 

dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka 

panjang. 

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antaralain: 

1.   Penerimaanutang dalam negeri; 

2.   Penerimaandari utang obligasi; 

3. Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah 

daerah lainnya; 

4. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan 

daerah.  

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain: 

1.   Pembayaran pokok utang dalam negeri; 

2.   Pembayaran pokok utang obligasi; 

3. Pengeluarankas untuk dipinjamkan kepada pemerintah 

daerah lainnya; 

4. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan 

daerah. 

d.   Aktivitas Transitoris 

Aktivitastransitoris    adalah    aktivitas    penerimaan    dan 

pengeluaran kas yang tidak termasuk dalama ktivitas 

operasi, investasi, dan pendanaan.  

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan 

dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi  

pendapatan,  beban,  dan  pendanaan pemerintah daerah. 

Arus   kas   dari   aktivitas   transitoris   antara   lain   

transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), 



 

 

pemberian/penerimaan kembali uang persediaan 

kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. 

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana 

yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima 

secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potong 

antaspendan askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi 

kas antar rekening kas umum negara/daerah. 

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi 

penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman 

uang masuk dan penerimaan kembali    uang persediaan 

dari bendahara pengeluaran. 

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi 

pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman 

uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada 

bendahara pengeluaran. 

 

Pelaporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan 

Transitoris 

270. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama 

penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, 

investasi, pendanaan, dan transitoris kecuali yang untuk 

aktivitas operasi yang dapat disajikan dengan metode langsung 

atau metode tidak langsung. 

271. Metode     langsung     adalah     metode     yang     

mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan 

pengeluaran kas bruto. 

272. Metode tidak langsung adalah metode yang mengungkapkan 

surplus atau defisit yang disesuaikan dengan 

transaksi‐transaksi operasional nonkas, penangguhan deferral)    

atau pengakuan  (accrual) penerimaan kas atau pembayaran 

yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan 

pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas 

investasi dan pendanaan. 

273. Pemerintah daerah sebaiknya menggunakan metode langsung 

dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan 

penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut: 

a. menyediakan informasi yang lebih baik untuk 

mengestimasikan arus kas dimasa yang akan datang; 

b.   lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan 

c. data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas 

bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi. 

 

 

 



 

 

Pelaporan Arus Kas Atas Dasar Arus Kas Bersih 

274.  Arus  kas  yang timbul dari  aktivitas  operasi dapat  dilaporkan  

atas dasar arus kas bersih dalam hal: 

a. penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan 

penerima manfaat (beneficiaries) arus 

kastersebutlebihmencerminkan aktivitas pihak lain dari 

pada aktivitas pemerintah daerah. salah satu contohnya 

adalah hasil kerja sama operasional. 

b. penerimaan dan pengeluaran kas untuk 

transaksi‐transaksiyang  perputarannya  cepat,  volume  

transaksi  banyak,  dan jangka waktunya singkat. 

 

Arus Kas Mata Uang Asing 

275. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus 

dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan 

menjabarkan mata uang asing tersebut kedalam mata uang 

rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. 

276. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat 

perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi 

arus kas. 

 

Bunga Dan Bagian Laba 

277. Arus  kas  dari  transaksi  penerimaan  pendapatan  bunga  

dan pengeluaran untuk pembayaran bunga pinjaman serta 

penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan 

negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap 

akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus 

diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari 

tahun ke tahun. 

278. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam 

arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar‐benar 

diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang 

bersangkutan. 

279. Jumlah pengeluaran pembayaran bunga utang yang dilaporkan 

dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran 

kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang 

bersangkutan. 

280. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan 

negara/daerah yang dilaporkan  dalam arus kas  aktivitas  

operasi adalah jumlah kas yang benar‐benar diterima dari 

bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode    

akuntansi yang bersangkutan. 

 



 

 

 

Perolehan   dan   Pelepasan   Investasi   Pemerintah   Daerah   dalam 

Perusahaan Negara/Daerah/ Kemitraan dan Unit Operasi Lainnya 

281. Pencatatan investasi pada perusahaan negara/daerah dan 

kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode 

yaitu metode ekuitas dan metode biaya. 

282. Investasi pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah 

dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan. 

283. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang 

dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus 

kas aktivitas investasi. 

284. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan 

perusahaan negara/daerah  dan  unit  operasi  lainnya  harus   

disajikan  secara terpisah dalam aktivitas investasi. 

285. Entitas  mengungkapkan  seluruh  perolehan  dan  pelepasan 

perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama 

satu periode. Hal‐hal yang diungkapkan adalah: 

a.   jumlah harga pembelianatau pelepasan; 

b. bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang 

dibayarkan dengan kas dan setara kas; 

c.  jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah 

dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas;dan 

d. jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang 

diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit 

operasilainnya yang diperoleh atau dilepas. 

286. Aset  dan  utang  selain  kas  dan  setara  kas  dari  perusahaan 

negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau 

dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut 

telah diakui sebelumnya sebagai asset atau utang oleh 

perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya. 

 

Transaksi Bukan Kas 

287. Transaksi  operasi,  investasi,  dan  pendanaan  yang  tidak 

mengakibatkan penerimaan atau  pengeluaran   tidak 

dilaporkan dalam laporan arus kas. Transaksi tersebut harus 

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

 

Komponen Kas danSetara Kas 

288. Entitas  pelaporan  mengungkapkan  komponen  kas  dan  

setara  kas dalam laporan arus kas yang jumlahnya sama 

dengan pos terkait di neraca. 

289. Pendapatan‐LRA diakui pada saat diterima di bendahara 

penerimaan (Bukti Penerimaan). 



 

 

 

PengungkapanLainnya 

290. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara 

kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. 

Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh 

entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas 

yang dikhususkan penggunannya untuk kegiatan tertentu. Hal 

ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. 

291. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi 

pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan 

likuiditas suatu entitas pelaporan. 

 

LAPORAN OPERASIONAL  

Tujuan Laporan Operasional 

292. Tujuan penyusunan Laporan Operasional adalah untuk 

melengkapi pelaporan  dari  siklus  akuntansi  berbasis  akrual  

(full   accrual accounting cycle). Sehingga Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Ekuitas,   dan    Neraca    mempunyai 

keterkaitan yang  dapat dipertanggungjawabkan. 

293. Laporan Operasional Entitas Akuntansi atau Laporan 

Operasional Entitas Pelaporan memberikan informasi tentang 

seluruh kegiatan operasional keuangan dalam suatu periode 

pelaporan. 

 

Manfaat Informasi Dalam Laporan Operasional 

294. Pengguna  laporan  keuangan  memanfaatkan  informasi  yang 

terkandung dalam Laporan Operasional untuk   mengevaluasi 

Pendapatan‐LO dan beban. 

 

 Evaluasi ini memberikan informasi mengenai: 

(1)   Beban yang harus ditanggung oleh Entitas Akuntansi atau 

Entitas Pelaporan dalam melaksanakan dan memberikan 

pelayanan publik. 

(2) Kinerja Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan dalam hal 

efisiensi, efektivitas, dan penghematan sumber daya ekonomi, 

baik dari sisi perolehan maupun penggunaannya. 

(3) Prediksi Pendapatan‐LO atau beban yang akan diterima atau 

ditanggung Entitas Akuntansi atau Entitas  Pelaporan dalam 

periode  mendatang.  Prediksi  ini  dilakukan  dengan  cara 

menyajikan Laporan Operasional secara komparatif. 

(4)  Penurunan  atau  peningkatan  ekuitas  yang dimiliki Entitas 

Akuntansi atau Entitas Pelaporan. Penurunan ekuitas terjadi 



 

 

apabila terdapat defisit operasional, dan peningkatan ekuitas 

terjadi apabila terdapat surplus operasional. 

 

Periode Laporan Operasional 

295. Laporan Operasional disajikan sekurang‐kurangnya sekali 

dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan entitas  

akuntansi atau entitas pelaporan berubah dan Laporan 

Operasional disajikan dengan suatu periode yang lebih  

panjang atau pendek dari satu tahun, maka entitas 

akuntansi  atau entitas   pelaporan mengungkapkan informasi 

sebagai berikut: 

(1)  Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; 

(2)  Fakta   bahwa   jumlah‐jumlah   komparatif   dalam   

Laporan Operasional tidak dapat diperbandingkan. 

 

Tepat Waktu 

296. Entitas Akuntansi menyajikan Laporan Operasional selambat‐ 

lambatnya  akhir  bulan   ke  2  (dua)  setelah  berakhirnya  

tahun anggaran. 

297. Entitas Pelaporan menyajikan Laporan Operasional  

selambat‐lambatnya  akhir  bulan  ke  3  (tiga)  setelah  

berakhirnya  tahun anggaran. 

 

Struktur Laporan Operasional 

298. Laporan Operasional diidentifikasi dengan jelas. Identifikasi 

memuat informasi sebagai berikut: 

(1)  Nama Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan 

(2)  Cakupan Entitas Pelaporan 

(3)  Periode yang dicakup 

(4)  Mata uang pelaporan 

(5)  Satuan angka yang digunakan 

Indentifikasi  Laporan  Operasional  diulang  pada  setiap  halaman 

laporan. 

299. Laporan Operasional menyajikan secara komparatif pos‐pos 

sebagai berikut: 

(1) Pendapatan‐LO  

(2)   Beban 

(3)   Surplus/defisit dari operasi 

(4)   Kegiatan non operasional 

(5)   Surplus/defisit sebelum pos luar biasa 



 

 

(6)   Pos luar biasa 

(7)   Surplus/defisit‐LO 

 

300. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan yang menjelaskan: 

(1) Hal‐hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan 

selama satu tahun. 

(2) Daftar‐daftar  yang  merinci  lebih  lanjut  angka‐angka  

yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 

301. Format Laporan Operasional Entitas Akuntansi atau Entitas 

Pelaporan disajikan dalam lampiran VI kebijakan akuntansi ini. 

 

Akuntansi Pendapatan‐LO 

302. Pendapatan‐LO diakui pada saat: 

(1) Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak 

untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan 

peraturan perundang‐undangan atau timbulnya hak 

untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah 

selesai diberikan berdasarkan peraturan 

perundang‐undangan. 

(2)  Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya 

ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah 

diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya 

penagihan. 

303. Pengukuran atau penilaian transaksi Pendapatan‐LO 

dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan tidak 

mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi dengan 

pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai 

nettonya. 

304. Pengukuran  pendapatan  dengan   azas  bruto   dapat  

dikecualikan apabila besaran pengurang terhadap 

pendapatan‐LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap 

pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih 

dahulu dikarenakan proses belum selesai. 

305. Pendapatan‐LOdisajikan berdasarkan klasifikasi sumber 

pendapatan. Klasifikasi sumber pendapatan dikelompokkan 

menurut asal dan jenis pendapatan, yang terdiri atas 

Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain‐Lain 

Pendapatan Yang Sah. Masing‐masing pendapatan  diatas  

diklasifikasikan lebih lanjut menurut jenis pendapatannya. 

  306. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas 

pendapatan‐LO pada periode penerimaan maupun pada periode 

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. 



 

 

  307. Koreksi   dan   pengembalian   yang   sifatnya   tidak   berulang   

(non recurring)atas pendapatan‐LO yang terjadi pada periode 

penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang 

pendapatan pada periode yang sama. 

 308. Koreksi  dan  pengembalian  yang  sifatnya  tidak  berulang  

(non recurring) atas pendapatan‐LO yang terjadi pada periode 

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada 

periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 

 309. Untuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai entitas 

akuntansi, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan 

perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum 

daerah tersebut. 

 400. Untuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai entitas 

akuntansi, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan 

perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum 

daerah. 

 

Akuntansi Beban 

401.  Beban diakui pada saat: 

(1)  Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan 

hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas 

Pelaporan tanpa diikuti keluarnya kas umum daerah. 

Contohnya tagihan rekening telepon  dan  rekening   listrik  

yang  belum   dibayar   entitas akuntansi. 

(2)  Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran 

kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya 

kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam 

kegiatan operasional pemerintah. 

 

(3)  Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, 

yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan 

penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. 

Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

adalah penyusutan atau amortisasi. 

402. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu 

dengan mengelompokkan   beban berdasarkan jenisnya yang 

terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, BebanJ asa, 

Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, 

Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban 

Penyusutan, Beban Transfer, dan Beban lain‐lain. 

403. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode: 

Metode garis lurus (straight line method); 



 

 

404. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang 

terjadi pada periode  beban dibukukan sebagai pengurang 

beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode 

berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan 

lain‐lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban 

dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. 

405. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui 

denganmengacupadaperaturanperundanganyang mengatur 

mengenai badan layanan umum daerah. 

406. apabila pada saat penyusunan Laporan Keuangan terdapat 

dokumen penagihan yang sudah menjadi beban dan belum 

dilakukan pembayaran serta terdapat pengeluaran kas oleh 

pemerintah belum menjadi beban maka akan dilakukan 

penyesuaian 

407. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang 

terjadi pada periode  beban dibukukan sebagai pengurang 

beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode 

berikutnya, koreksi atas beban dibukukan daerah. 

 

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional 

408. Surplus  dari  kegiatan  operasional  adalah  selisih  lebih  

antara Pendapatan‐LO dan Beban selama satu periode 

pelaporan. 

409. Defisit  dari  kegiatan  operasional  adalah  selisih  kurang  

antara Pendapatan‐LOdan Beban selama satu periode 

pelaporan. 

410. Selisih lebih/kurang antara Pendapatan‐LO dan Beban selama 

satu periode  pelaporan  dicatat  dalam  pos Surplus/Defisit  

dari Kegiatan Operasional. 

 

Surplus/Defisit dari KegiatanNonOperasional 

411. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu 

dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. 

412. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non 

operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset 

nonlancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka 

panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional 

lainnya. 

 

413. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan 

operasional dan  surplus/defisit  dari  kegiatan  non  

operasional  merupakan surplus/defisit sebelum pos luar 

biasa. 



 

 

 

Pos Luar Biasa 

414.  Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos‐pos lainnya dalam 

Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit 

sebelum Pos Luar Biasa. 

415. Pos  Luar  Biasa  memuat  kejadian  luar  biasa  yang  

mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

(1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal 

tahun anggaran; 

(2)   Tidak diharapkan terjadi berulang‐ulang; dan 

(3)   Kejadian diluar kendali entitas pemerintah. 

416. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

Surplus/Defisit‐LO 

417. Surplus/Defisit‐LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang 

antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan nono 

perasional,dan kejadian luar biasa. 

418. Saldo Surplus/Defisit‐LO pada akhir periode pelaporan 

dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. 

 

Transaksi dalam MataUang Asing 

419. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata 

uang rupiah. 

420. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama 

dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi 

dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan 

menjabarkannya kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs 

tengah bank sentral pada tanggal transaksi. 

421. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang 

digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli 

dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing 

tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, 

yaitu  sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh 

valuta asing tersebut. 

 

422. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang 

digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut 

dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka: 

(1) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya 

dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; 



 

 

(2) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat 

dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada 

tanggal transaksi. 

 

Transaksi Pendapatan‐Lo dan Beban Berbentuk Barang/Jasa 

423. Transaksi Pendapatan‐LO dan Beban dalam bentuk 

barang/jasa harus dilaporkan dalam  Laporan Operasional 

dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada 

tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga 

harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan 

sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan 

mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. 

424. Transaksi Pendapatan‐LO dan Beban dalam bentuk 

barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang 

rampasan, dan jasa konsultansi. 

425. Transaksi Pendapatan‐LO dan Beban dalam bentuk 

barang/jasa harus dilaporkan dalam  Laporan Operasional 

dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada 

tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga 

harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

426.  Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos‐pos:  

(1)  Ekuitas awal; 

(2)  Surplus/defisit‐LOpadaperiode bersangkutan; 

(3) Koreksi‐koreksi  yang  langsung menambah/mengurangi 

ekuitas. 

Koreksi ini dapat berasal dari dampak kumulatif yang 

disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau 

koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya: koreksi 

kesalahan   mendasar   dari persediaan yang terjadi pada 

periode‐periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap 

karena revaluasi aset tetap; 

(4) Ekuitas akhir. 

427. Entitas Akuntansi atau  Entitas Pelaporan menyajikan  rincian 

lebih lanjut dari unsur‐unsur yang terdapat dalam Laporan 

Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

428. Format Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Akuntansi atau 

Entitas Pelaporan disajikan dalam lampiran VII kebijakan 

akuntansi ini. 

 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  



 

 

Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan 

429. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah 

untuk meningkatkan  transparansi  Laporan  Keuangan  dan  

penyediaan informasi   untuk   pemahaman   yang   lebih   

baik, atas  informasi keuangan Entitas Akuntansi atau Entitas 

Pelaporan. 

 

Struktur dan Isi Catatan Atas Laporan Keuangan 

430. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara 

sistematis. 

Setiap pos dalam LaporanRealisasiAnggaran, Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan 

Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi yang 

termuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  Referensi 

silang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas 

nilai suatu pos yang disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan, termasuk penyajian informasi yang  diharuskan dan 

dianjurkan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk 

penyajianyang wajar atas laporan keuangan. 

431. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara 

sistematis. 

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan 

Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi yang 

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos 

yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, 

termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan 

serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian 

yang wajar atas laporan keuangan. 

432. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas 

Laporan Keuangan mengungkapkan hal‐hal sebagai berikut: 

(1) Informasi   Umum   tentang   Entitas   Pelaporan   dan   

EntitasAkuntansi. 

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan 

inforasi yang merupakan gambaran entitas secara umum, 

yang meliputi:  

a. Domisili dan bentuk hukum entitas serta jurisdiksi 

tempat entitas tersebut berada; 

b. Penjelasan  mengenai  sifat  operasi  entitas  dan  

kegiatan pokoknya; dan 

c. Ketentuan  perundang‐undangan  yang  menjadi  

landasan kegiatan operasionalnya. 



 

 

(2) Informasi  tentang  kebijakan  fiskal/keuangan  dan  

ekonomi makro. 

Kebijakan fiskal/keuangan  yang  perlu  diungkapkan  dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan‐kebijakan 

Pemerintah Daerah atau Entitas Pelaporan dalam peningkatan 

pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau 

penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana 

strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program 

dan prioritas anggaran kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi 

pendapatan daerah. Ekonomi makro yang perlu diungkapkan 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi‐asumsi 

indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan 

APBD berikut tingkat capaiannya, yang terdiri dari Produk 

Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat suku 

bunga. 

(3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun 

pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi 

dalam pencapaian target. 

Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan 

perbandingan secara garis  besar antara target  

sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan 

realisasinya, termasuk hambatan dan kendala  yang  ada  

dalam  pencapaian  target   yang  telah ditetapkan, serta 

masalah lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui 

pengguna laporan keuangan. 

Ikhtisar  ini  disajikan  untuk  memperoleh  gambaran  

umum tentang kinerja keuangan Entitas Akuntansi atau 

Entitas Pelaporan dalam merealisasikan potensi 

pendapatan‐LRAdan alokasi belanja yang telah ditetapkan 

dalam APBD. Ikhtisar ini disajikan  baik  untuk  

pendapatan‐LRA,  belanja,  maupun pembiayaan dengan 

struktur sebagai berikut: 

a.   Nilai target total; 

b.   Nilai realisasi total; 

c.   Prosentase perbandingan antara target dan realisasi; 

dan 

d. Alasan  utama  terjadinya  perbedaan  antara  target  

dan realisasi. 

(4)  Informasi  tentang  dasar  penyajian  laporan  keuangan   

dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 

atas transaksi‐ transaksi dan kejadian‐kejadian penting 

lainnya. 

Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan atau 

asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang 

mendasari penyusunan laporan keuangan, tidak perlu 



 

 

diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan 

jika Entitas Pelaporan tidak mengikuti asumsi dasar yang 

disertai dengan alasan dan penjelasan. 

Pengungkapan  kebijakan  akuntansi harus  

mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip‐prinsip 

akuntansi yang digunakan oleh Entitas   Pelaporan  dan  

metode‐metode  penerapannya   yang secara material 

mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi anggaran, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, 

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan 

Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi 

pertimbangan‐ pertimbangan penting yang diambil dalam 

memilih prinsip‐ prinsip yang sesuai. 

Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas 

Laporan Keuangan menjelaskan hal‐hal berikut ini: 

a. Entitas Pelaporan sebagai entitas yang berhak 

membuat kebijakan akuntansi; 

b. Basis    akuntansi   yang    mendasari   penyusunan  

laporan keuangan; 

c. Dasar pengukuran yang digunakan dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan; 

d. Perkembangan  implementasi  kebijakan  akuntansi  

yang berkaitan dengan     Pernyataan     Standar     

Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan oleh suatu 

entitas pelaporan pada masa  transisi.  Sebaliknya  

penerapan lebih dini disarankan berdasarkan 

kesiapan entitas. 

e.  Kebijakan   akuntansi   tertentu   yang   diperlukan   

untuk memahami laporan keuangan, yang terdiri 

atas: 

1.  Pengakuan pendapatan‐ LRA; 

2.   Pengakuan pendapatan‐LO; 

3.   Pengakuan belanja; 

4.   Pengakuan beban; 

5.  Prinsip‐prinsip penyusunan laporan konsolidasian; 

6.   Investasi; 

7. Pengakuan dan penghentian atau penghapusan 

aset berwujud dan tidak berwujud; 

8.  Kontrak‐ kontrak konstruksi; 

9.   Kebijakan kapitalisasi pengeluaran; 

10. Kemitraan dengan pihak ketiga; 

11. Biaya penelitian dan pengembangan; 



 

 

12. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk 

dipakai sendiri; 

13. Pembentukan dana cadangan; 

14. Pembentukan dana kesejahteraan pegawai; dan 

15. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai. 

(5)  Rincian dan penjelasan masing‐masing pos yang disajikan 

pada lembar muka laporan keuangan; 

Catatan atas  Laporan  Keuangan harus menyajikan 

rincian dan penjelasan atas masing‐masing pos dalam 

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan 

Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan 

atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos 

pendapatan‐LRA, belanja, dan pembiayaan dengan 

struktur sebagai berikut: 

a.   Anggaran; 

b.   Realisasi; 

c.   Prosentase pencapaian; 

d. Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan 

realisasi; 

e.   Perbandingan dengan periode yang lalu; 

f. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan 

periode yang lalu; 

g.  Rincian  lebih  lanjut  pendapatan‐LRA  menurut  

sumber pendapatan; 

h. Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi 

ekonomi, organisasi, dan fungsi; 

i.    Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan 

j.    Penjelasanhal‐hal penting yang diperlukan. 

Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, 

penggunaan Saldo Anggaran Lebih,Sisa Lebih/Kurang 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, 

koreksi kesalahan pembukuan tahun  sebelumnya,  dan  

SAL  akhir periode  dengan  struktur sebagai berikut: 

(a)  Perbandingan dengan periode yanglalu; 

(b)  Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan 

periode yang lalu; 

(c)  Rincian yang diperlukan;dan 

(d)  Penjelasan hal‐hal penting yang diperlukan. 



 

 

Penjelasan atas  Laporan  Operasional  disajikan  untuk  pos 

pendapatan‐ LOdan beban dengan struktur sebagai berikut: 

(a)  Perbandingan dengan periode yanglalu; 

(b)  Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan 

periode yang lalu; 

(c)  Rincian   lebih   lanjut   pendapatan‐LO   menurut   

sumber pendapatan; 

(d)  Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi 

ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan 

(e)  Penjelasanhal‐hal penting yang diperlukan. 

Penjelasanatas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, 

dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut: 

(a)  Perbandingan dengan periode yanglalu; 

(b)  Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan 

periode yang lalu; 

(c) Rincian lebih lanjut atas masing‐masing akun dalam 

asetlancar, investasi jangka     panjang, aset tetap, aset 

lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka 

panjang, dan ekuitas; dan 

(d) Penjelasan hal‐hal penting yang diperlukan. 

Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus 

kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non 

keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran 

dengan struktur sebagai berikut: 

(a)  Perbandingan dengan periode yanglalu; 

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan 

periode yang lalu; 

(c) Rincian lebih lanjut atas atas masing‐masing akun 

dalam masing‐ masing aktivitas;dan 

(d) Penjelasan hal‐hal penting yang diperlukan. 

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk 

ekuitas awal periode, surplus/defisit‐LO, dampak kumulatif 

perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas 

akhir periode dengan struktur sebagai berikut: 

 

 

(a)  Perbandingan dengan periode yanglalu; 

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan 

periode yang lalu; 

(c)  Rincian yang diperlukan;dan 

(d) Penjelasanhal‐hal penting yang diperlukan. 



 

 

(e) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam 

lembar muka laporan keuangan;dan 

(f)  Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian 

yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan. 

433. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat 

disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar, dan skedul atau 

bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas 

dan pada tata kondisi dan posisi keuangan Entitas Akuntansi 

atau Entitas Pelaporan dan hasil‐ hasilnya selama satu periode. 

 

Susunan Catatan Atas Laporan Keuangan 

434. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, 

Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan 

susunan sebagai berikut: 

(1)  Informasi   Umum   tentang   Entitas   Pelaporan   dan   Entitas 

Akuntansi; 

(2)  Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 

(3)  Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan 

kendalanya; 

(4)  Kebijakan akuntansi yang penting:  

(a)   Entitas pelaporan; 

(b)  Basis akuntansi yang  mendasari  penyusunan laporan 

keuangan; 

(c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan 

laporan keuangan; 

(d) Kesesuaian kebijakan‐kebijakan akuntansi yang 

diterapkan dengan ketentuan ketentuan Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan olehsuatu entitas 

pelaporan; 

(e)  Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan 

untuk memahami laporan keuangan. 

 

 

 

(5)  Penjelasan pos‐pos Laporan Keuangan: 

(a) Rincian  dan  penjelasan masing‐masing pos   Laporan 

Keuangan; 



 

 

(b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan 

Standar  Akuntansi  Pemerintahan   yang  belum  

disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan. 

(6)  Informasi tambahan lainnya yang diperlukan. 

 

 

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, 

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK 

DILANJUTKAN 

Koreksi Kesalahan 

435. Kesalahan penyusunan laporan keuangan dapat disebabkan 

oleh keterlambatan penyampaian bukti  transaksi  oleh   

pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, 

kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, 

kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. 

436. Dalam  situasi  tertentu,  suatu  kesalahan  mempunyai  

pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan 

periode sebelumnya sehingga laporan‐laporan keuangan 

tersebut tidak dapat diandalkan lagi. 

437.  Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. 

438. Koreksi suatu kesalahan akuntansi dilakukan dengan 

menyesuaikan jumlah koreksi pada Saldo Anggaran Lebih atau 

pada saldo Ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada 

periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas 

laporan keuangan. 

439. Kesalahan dikelompokkan berdasarkan sifat kejadiannya, yang 

terdiri atas: 

(1)  Kesalahan tidak berulang. 

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan 

tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan 

dalam 2 (dua) jenis, yaitu: 

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode 

berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang 

terjadi pada periode  berjalan,  baik   yang  

mempengaruhi   posisi  kas maupun yang  tidak, 

dilakukan dengan pembetulan  pada akun yang 

bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun 

pendapatan‐LRA atau akun belanja, maupun akun 

pendapatan‐LOatau akun beban. 

b.  Kesalahan  tidak  berulang  yang  terjadi  pada  periode 

sebelumnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang 

yang terjadi pada periode sebelumnya dibedakan pada 

terbit atau belum terbitnya laporan keuangan. 



 

 

Atas  laporan  keuangan  periode  sebelumnya  yang  

belum diterbitkan,   koreksi   kesalahan   yang   tidak   

berulang   dan mempengaruhi posisikas, dilakukan 

dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik 

pada akun pendapatan‐LRA atau akun belanja, maupun 

akun pendapatan‐LOatau akun beban. Koreksi 

kesalahan untuk laporan keuangan periode sebelumnya 

yang sudah diterbitkan, dilakukan dengan: 

(a) Atas   pengeluaran   belanja   yang   tidak   berulang   

dan mengakibatkan penambahan kas, dilakukan 

dengan pembetulan pada akun pendapatan 

lain‐lain‐LRA. 

(b)  Atas   pengeluaran   belanja   yang   tidak   berulang   

dan mengakibatkan pengurangan kas, dilakukan 

dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran 

Lebih. 

(c)  Atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang 

dan mengakibatkan penambahan atau pengurangan 

kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas 

dan akun aset bersangkutan. 

(d) Atas beban yang tidak berulang, sehingga 

mengakibatkan pengurangan  beban  dan  

mempengaruhi  posisi kas  serta tidak 

mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, 

dilakukan dengan pembetulan pada akun 

pendapatan lain‐lain‐LO. 

(e)  Atas beban yang tidak berulang, sehingga 

mengakibatkan penambahan beban dan  

mempengaruhi  posisi kas  serta tidak 

mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, 

dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas. 

(f)  Atas penerimaan pendapatan‐LRA yang tidak 

berulang dan menambah   maupun  mengurangi   

posisi  kas,  dilakukan dengan pembetulan 

padaakun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. 

(g)  Atas penerimaan pendapatan‐LO yang tidak 

berulang dan menambah   maupun  mengurangi   

posisi  kas, dilakukan dengan pembetulan pada 

akun kas dan akun ekuitas. 

(h)  Atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang 

tidak berulang dan menambah maupun mengurangi 

posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun 

kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. 



 

 

(i)  Atas   pencatatan   kewajiban   dan   menambah   

maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan 

pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban 

bersangkutan. 

 

(2)  Kesalahan berulang dan sistemik. 

 Kesalahan berulang  dan  sistemik  adalah  kesalahan  

yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis‐jenis 

transaksi tertentu yang  diperkirakan  akan  terjadi  

secara  berulang. Kesalahan berulang dan sistemik tidak 

memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi 

pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan 

pendapatan dengan mengurangi pendapatan‐LRA maupun 

pendapatan‐LO yang bersangkutan. Koreksi kesalahan 

yang berhubungan dengan periode sebelumnya terhadap 

posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun 

berjalan pada aktivitas  yang bersangkutan, serta koreksi  

kesalahan  diungkapkan  pada  Catatan  atas  Laporan 

Keuangan. 

 

Perubahan Kebijakan Akuntansi 

440. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan 

laporan keuangan Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi 

dari waktu ke waktu untuk  mengetahui  kecenderungan  arah  

(trend)  posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena 

itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan 

secara konsisten pada setiap periode. 

441. Perubahan  di  dalam  perlakuan,  pengakuan,  atau  

pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas 

basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, 

merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. 

442.  Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya 

apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda 

diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar 

akuntansi pemerintahan yang berlaku ,atau apabila 

diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau 

arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian 

laporan keuangan entitas. 

443. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal‐hal 

sebagai berikut: 

(1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau 

kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau 

kejadian sebelumnya; dan 



 

 

(2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian 

atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak 

material. 

444. Timbulnya suatu kebijakanuntuk merevaluasi aset merupakan 

suatu perubahan kebijakan akuntansi.  Namun  

demikian,  perubahan tersebut harus sesuai dengan standar 

akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan‐ 

persyaratan sehubungan dengan revaluasi. 

445. Perubahan  kebijakan  akuntansi  harus  disajikan  pada  

Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan. 

 

Perubahan Estimasi Akuntansi 

446. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka 

estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola 

penggunaan, tujuan   penggunaan   aset   dan   kondisi   

lingkungan   entitas   yang berubah. 

447. Pengaruh atau dampak perubahan estimasia kuntansi 

disajikan padaLaporan Operasional  pada periode perubahan 

dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai 

contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap 

berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun‐tahun 

selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. 

448. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang 

akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. Apabila tidak  memungkinkan,  harus diungkapkan  

alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu. 

 

Operasi yang tidak dilanjutkan 

449. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah 

daerah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, 

kegiatan, program,  proyek, atau kantor terkait pada tugas 

pokok tersebut dihentikan. 

450. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan 

misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang 

dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, 

pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal 

penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial  atau 

dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait 

pada penghentian apabila  ada harus  diungkapkan  pada 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

451. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu 

segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan 



 

 

Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. 

Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada 

Laporan Keuangan. 

452. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu 

tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, 

seolah‐olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan 

Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana 

penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau 

sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan 

lain‐lain. 

453. Bukan merupakan penghentian operasi apabila: 

(1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen 

secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh 

demand (permintaan publik yang dilayani) yang  terus 

merosot, pergantian kebutuhan lain. 

(2)  Fungsi tersebut tetap ada. 

(3)  Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok 

dihapus, selebihnya   berjalan  seperti  biasa.  Relokasi  

suatu  program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. 

(4) Menutup suatu fasilitas yang ber‐utilisasi amat rendah, 

menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa 

mengganggu operasi tersebut. 

 

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

Tujuan Laporan Keuangan Konsolidasian 

454. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian adalah 

untuk menyajikan Laporan Keuangan yang mencerminkan satu 

kesatuan entitas. 

455. Laporan Keuangan Konsolidasian PemerintahDaerah terdiri 

atas seluruh Laporan Keuangan Entitas Akuntansi termasuk 

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian 

456. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih, Neraca, 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan 

Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

457. Laporan keuangan konsolidasian disajikan oleh entitas 

pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh 

entitas yang mempunyai fungsi   perbendaharaan   umum,   

yaitu   unit   yang ditetapkan  sebagai Bendahara Umum 

Daerah  dan/atau  sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah. 



 

 

458. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode 

pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan 

entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode 

sebelumnya. 

459. Proses konsolidasian diikuti dengan eliminasi akun‐akun 

timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila 

eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut 

diungkapkan dalam Catatan atas   Laporan   Keuangan.   

Contoh  akun  timbal  balik  (reciprocal accounts) antara lain 

sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh   

bendahara   pengeluaran   entitas akuntansi sampai dengan 

akhir periode akuntansi. 

 

Pengungkapan 

460. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan 

nama‐nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan. 

461. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun 

timbal balik, makaperlu diungkapkan nama akun dan besaran 

saldo akun timbal balik yang disertai dengan alasan belum 

dilaksanakannya eliminasi. 

 

 

            WALIKOTA MATARAM, 

 

 

 

        H. AHYAR ABDUH 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yang harus dibandingka perubahan kebijakan sbelum dan sesudah revisi :  

 

Kas dan setara kas 

Aset lainnya 

Tranfer 

Amortisasi aset tidak berwujud 

Metode pencatatan persediaan 

Penyusutan aset tetap 

Aset yang nilai perolehannya dibwah nilai satuan minimum kapitalisasi 

Hibah barang 

Hibah tunai 

Hutang jaminan bongkar reklame 

Penyisihan piutang tidak tertagih (perwal tersendiri) 

 

 

Penghapusan piutang ada timnya 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN WALIKOTA MATARAM 
NOMOR :  8 TAHUN 2016 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 

13 TAHUN 2014 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MATARAM 

 

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

PEMERINTAH KOTA MATARAM 

LAPORAN REALISASIANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA 

Untuk Tahun Yang Berakhir SampaiDengan 31 Desember20x1 

dan 20x0 

(Dalam Rupiah) 

 

NO 

 

URAIAN 

Anggaran 

20x1 

Realisasi

20x1 

 

% 

Realisasi 

20x0 

1 PENDAPATAN     

2 PENDAPATANASLIDAERAH     

3 PendapatanPajak Daerah xxx xxx xx Xxx 

4 PendapatanRetribusi Daerah xxx xxx xx Xxx 

5 Pendapatan Hasil 

PengelolaanKekayaanDaerah 

xxx xxx xx Xxx 

6 Lain‐lainPAD yangsah xxx xxx xx Xxx 

7 Jumlah PendapatanAsli Daerah(3 s.d 6) xxx xxx xx Xxx 

8      

9 PENDAPATANTRANSFER     

10 TRANSFERPEMERINTAHPUSAT‐DANA 

PERIMBANGAN 

    

11 DanaBagiHasilPajak xxx xxx xx Xxx 

12 DanaBagiHasilSumberDayaAlam xxx xxx xx Xxx 

13 DanaAlokasiUmum xxx xxx xx Xxx 

14 DanaAlokasiKhusus xxx xxx xx Xxx 

15 Jumlah Pendapatan Transfer 

DanaPerimbanga (11 s.d 14) 

xxx xxx xx Xxx 

16      

17 TRANSFERPEMERINTAHPUSAT‐LAINNY

A 

    

18 DanaOtonomiKhusus xxx xxx xx Xxx 

19 DanaPenyesuaian xxx xxx xx Xxx 

20 Jumlah Pendapatan Transfer 

PemerintahPusat–Lainnya(18 s.d19) 

xxx xxx xx Xxx 

21      

22 TRANSFERPEMERINTAHPROVINSI     

23 PendapatanBagiHasilPajak xxx xxx xx Xxx 

24 PendapatanBagiHasilLainnya xxx xxx xx Xxx 

25 Jumlah Transfer 

PemerintahProvinsi(23s.d24) 

xxx xxx xx Xxx 

 

NO 

 

URAIAN 

Anggaran 

20x1 

Realisasi

20x1 

 

% 

Realisasi 

20x0 

26 TotalPendapatanTransfer (15+20 + 25) xxx xxx xx Xxx 

27      

28 LAIN‐LAIN PENDAPATANYANG SAH     

29 PendapatanHibah xxx xxx xx Xxx 

30 PendapatanDanaDarurat xxx xxx xx Xxx 



2 
 

31 PendapatanLainnya xxx xxx xx Xxx 
32 Jumlah Lain‐LainPendapatanyang 

Sah(29 s.d 31) 

xxx xxx xx Xxx 

33 JUMLAH PENDAPATAN (7+ 26+ 32) xxx xxx xx Xxx 
34      
35 BELANJA     
36 BELANJA OPERASI     
37 BelanjaPegawai xxx xxx xx Xxx 
38 BelanjaBarang xxx xxx xx Xxx 
39 Bunga xxx xxx xx Xxx 
40 Subsidi xxx xxx xx Xxx 
41 Hibah xxx xxx xx Xxx 
42 BantuanSosial xxx xxx xx Xxx 
43 Jumlah Belanja Operasi (37s.d 42) xxx xxx xx Xxx 
44      
45 BELANJAMODAL     
46 Belanja Tanah xxx xxx xx Xxx 
47 BelanjaPeralatandanMesin xxx xxx xx Xxx 
48 BelanjaGedungdanBangunan xxx xxx xx Xxx 
49 Belanja Jalan, Irigasi danJaringan xxx xxx xx Xxx 
50 BelanjaAsetTetapLainnya xxx xxx xx Xxx 
51 BelanjaAsetLainnya xxx xxx xx Xxx 
52 JumlahBelanja Modal(46s.d51) xxx xxx xx Xxx 
53      
54 BELANJATAKTERDUGA     
55 BelanjaTakTerduga xxx xxx xx Xxx 
56 Jumlah Belanja Tak Terduga(55 s.d 55) xxx xxx xx Xxx 
57 JUMLAHBELANJA (43+52 +56) xxx xxx xx Xxx 
58      
59 TRANSFER     
60 TRANSFER/BAGIHASILKE DESA     

61 BagiHasilPajak xxx xxx xx Xxx 
62 BagiHasilRetribusi xxx xxx xx Xxx 
63 BagiHasilPendapatanLainnya xxx xxx xx Xxx 
64 JUMLAHTRANSFER/BAGIHASIL KE 

DESA (61s.d 63) 

63) 

xxx xxx xx Xxx 

65 JUMLAHBELANJA DAN TRANSFER (57 

+ 64) 

xxx xxx xx Xxx 

66      
67 SURPLUS/DEFISIT (33–65) xxx xxx xx Xxx 
68      
69 PEMBIAYAAN     
70      
      

 

NO 

 

URAIAN 

Anggaran 

20x1 

Realisasi

20x1 

 

% 

Realisasi 

20x0 

71 PENERIMAANPEMBIAYAAN     
72 PenggunaanSiLPA xxx xxx xx Xxx 

73 Pencairan DanaCadangan xxx xxx xx Xxx 
74 HasilPenjualanKekayaanDaerah yang 

Dipisahkan 

xxx xxx xx Xxx 

75 PinjamanDalam Negeri -Pemerintah 

Pusat 

xxx xxx xx Xxx 

76 PinjamanDalam Negeri -

PemerintahDaerah lainnya 

xxx xxx xx Xxx 

77 PinjamanDalam Negeri-Lembaga 

Keuangan BankBank 

xxx xxx xx Xxx 
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WALIKOTA MATARAM, 

 

 

H. AHYAR  ABDUH

78 PinjamanDalam Negeri- 

LembagaKeuanganBukanBank 

xxx xxx xx Xxx 

79 PinjamanDalamNegeri-Obligasi xxx xxx xx Xxx 
80 PinjamanDalamNegeri -Lainnya xxx xxx xx Xxx 
81 PenerimaanKembali 

PinjamanKepadaPerusahaanNegara 

xxx xxx xx Xxx 

82 PenerimaanKembali 

PinjamanKepadaPerusahaanDaerah 

xxx xxx xx Xxx 

83 PenerimaanKembali 

PinjamanKepadaPemerintahDaerah 

xxx xxx xx Xxx 

84 JumlahPenerimaan(72 s.d83) xxx xxx xx Xxx 
85      
86 PENGELUARAN PEMBIAYAAN     
87 Pembentukkan DanaCadangan xxx xxx xx Xxx 
88 PenyertaanModal Pemerintah Daerah xxx xxx xx Xxx 
89 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 

Negeri -PemerintahPusat 

xxx xxx xx Xxx 

90 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 

Negeri -PemerintahDaerahLainnya 

xxx xxx xx Xxx 

91 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 

Negeri –LembagaKeuanganBank 

xxx xxx xx Xxx 

92 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 

Negeri -LembagaKeuanganBukanBank 

xxx xxx xx Xxx 

93 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 

Negeri-Obligasi 

xxx xxx xx Xxx 

94 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 

Negeri-Lainnya 

xxx xxx xx Xxx 

95 PemberiaanPinjaman Kepada 

PerusahaanNegara 

xxx xxx xx Xxx 

96 PemberiaanPinjaman Kepada 

PerusahaanDaerah 

xxx xxx xx Xxx 

97 PemberiaanPinjaman Kepada 

PemerintahDaerahLainnya 

xxx xxx xx Xxx 

98 Jumlah PengeluaranPembiayaan(87s.d 

97) 

xxx xxx xx Xxx 

99 PEMBIAYAANNETO (84– 98) xxx xxx xx Xxx 
100      
101 SISALEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN xxx xxx xx Xxx 
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NO URAIAN 

Anggaran 
20x1 

Realisasi 
20x1 

1 SaldoAnggaranLebihAwal xxx xxx 

2 Penggunaan SALsebagai Penerimaan xxx xxx 
3 SubTotal(1–2) xxx xxx 

4 Sisa 
Lebih/KurangPembiayaanAnggaran(SiLPA/SiKPA) 

xxx xxx 

5 SubTotal(3+4) xxx xxx 

6 Koreksi KesalahanPembukuanTahunSebelumnya xxx xxx 

7 Lain‐Lain xxx xxx 

8 SaldoAnggaranLebihAkhir (5+6+7) xxx xxx 
 

LAMPIRAN III 

PERATURAN WALIKOTA MATARAM 
NOMOR :  8 TAHUN 2016 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 13 

TAHUN 2014 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MATARAM 

 

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

 

PEMERINTAH KOTA MATARAM 

LAPORAN PERUBAHAN SALDOANGGARAN LEBIH  

Per 31Desember 20x1dan 20x0 

 

(Dalam Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALIKOTA MATARAM, 
 
 
 
H. AHYAR  ABDUH 

  



1 

 

NO URAIA
N 

20x1 20x0 
1 ASET   
2    
3 ASETLANCAR   
4 Kas diKas Daerah xxx xxx 
5 Kas diBendaharaPengeluaran xxx xxx 
6 Kas diBendaharaPenerimaan xxx xxx 
7 InvestasiJangkaPendek xxx xxx 
8 PiutangPajak xxx xxx 
9 PiutangRetribusi xxx xxx 

10 PenyisihanPiutang (xxx) (xxx) 
11 BelanjaDibayarDimuka xxx xxx 
12 BagianLancarPinjamanKepada Perusahaan Negara xxx xxx 
13 BagianLancarPinjamanKepada Perusahaan Daerah xxx xxx 
14 BagianLancarPinjamanKepada Pemerintah Pusat xxx xxx 
15 BagianLancarPinjamanKepada Perusahaan 

DaerahLainnya 
xxx xxx 

16 BagianLancarTagihan PenjualanAngsuran xxx xxx 
17 BagianLancarTuntutanGanti Rugi xxx xxx 
18 PiutangLainnya xxx xxx 
19 Persediaan xxx xxx 
20 JumlahAsetLancar(4 s.d 19) xxx xxx 
21    
22 INVESTASI JANGKA PANJANG   
23 InvestasiNonpermanen   
24 PinjamanJangkaPanjang xxx xxx 
25 Investasi Dalam SuratUtang Negara xxx xxx 
26 InvestasiDalamProyek Pembangunan xxx xxx 
27 InvestasiNonpermanenLainnya xxx xxx 
28 JumlahInvestasi Nonpermanen(24 s.d 27) xxx xxx 
29 InvestasiPermanen   
30 PenyertaanModalPemerintah Daerah xxx xxx 
31 InvestasiPermanenLainnya xxx xxx 
32 JumlahInvestasi Prmanen(30 s.d31) xxx xxx 
33 JumlahInvestasiJangkaPanjang(28+32) xxx xxx 
34    
35 ASETTETAP   
36 Tanah xxx xxx 
37 PeralatandanMesin xxx xxx 
38 GedungdanBangunan xxx xxx 

 

LAMPIRAN IV 

PERATURAN WALIKOTA MATARAM 
NOMOR :  8 TAHUN 2016 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 13 

TAHUN 2014 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MATARAM 

 

FORMAT NERACA 

 

PEMERINTAH KOTA MATARAM 

NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

 

(DALAM  RUPIAH)
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NO URAIAN 20x1 20x0 
39 Jalan, Irigasi,danJaringan xxx xxx 
40 AsetTetapLainnya xxx xxx 
41 KonstruksiDalamPengerjaan xxx xxx 
42 AkumulasiPenyusutan (xxx) (xxx) 
43 JumlahAsetTetap(36 s.d 42) xxx xxx 
44   
45 DANA CADANGAN  
46 DanaCadangan xxx xxx 
47 Jumlah Dana Cadangan (46 s.d46) xxx xxx 
48   
49 ASET LAINNYA  
50 TagihanPenjualanAngsuran xxx xxx 
51 TuntutanGantiRugi xxx xxx 
52 KemitraandenganPihakKetiga xxx xxx 
53 AsetTakBerwujud xxx xxx 
54 AsetLain‐lain xxx xxx 
55 JumlahAsetLainnya(50 s.d 54) xxx xxx 
56   
57 JUMLAH ASET(20+ 33+ 43+ 47+ 55) xxx xxx 
58   
59 KEWAJIBAN  
60   
61 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK  
62 Utang PerhitunganPihakKetiga (PFK) xxx xxx 
63 UtangBunga xxx xxx 
64 BagianLancarUtang JangkaPanjang xxx xxx 
65 PendapatanDiterimaDimuka xxx xxx 
66 UtangBelanja xxx xxx 
67 UtangJangkaPendekLainnya xxx xxx 
68 Jumlah KewajibanJangkaPendek(62 s.d67) xxx xxx 
69   
70 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG  
71 Utang DalamNegeri –Sektor Perbankan xxx xxx 
72 UtangDalamNegeri –Obligasi xxx xxx 
73 Premium (Diskonto) Obligasi xxx xxx 
74 UtangJangkaPanjangLainnya xxx xxx 
75 Jumlah KewajibanJangkaPanjang(71 s.d74) xxx xxx 
76 JumlahKewajiban(68 +75) xxx xxx 
77   
78 EKUITAS  
79 Ekuitas xxx xxx 
80 JumlahEkuitas (79 s.d 79) xxx xxx 
81   
82 JumlahKewajibandanEkuitas(76+80) xxx xxx 
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LAMPIRAN IX 

PERATURAN WALIKOTA MATARAM 
NOMOR :  8 TAHUN 2016 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 

13 TAHUN 2014 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MATARAM 

Batas nilai minimum kapitalisasiasetuntukkepentinganpemeliharaan 

 

 

 

No. 

 

 

Uraian 

JumlahHargadalam 

Lusin/Set/Satuan 

(Rp) 

I PeralatandanMesin,terdiriatas:  

1 Alat‐alatBerat 5.000.000,00 

2 Alat‐alatAngkutan 1.500.000,00 

3 Alat‐alatBengkeldanAlatUkur 300.000,00 

4 Alat‐alatPertanian/Peternakan 300.000,00 

5 Alat‐alatKantordanRumahTangga  

 ‐Alat‐alatKantor 

‐Alat‐alatRumahTangga 

300.000,00 

300.000,00 

6 AlatStudiodanAlatKomunikasi 500.000,00 

7 Alat‐alatKedokteran 500.000,00 

8 Alat‐alatLaboratorium 500.000,00 

9 AlatKeamanan 300.000,00 

II GedungdanBangunan,yangterdiriatas:  

1 BangunanGedung 7.500.000,00 

2 BangunanMonumen 5.000.000,00 

III Jalan,IrigasidanJaringan,yangterdiriatas:  

1 JalandanJembatan 7.500.000,00 

2 BangunanAir/Irigasi 7.500.000,00 

3 Instalasi 300.000 

4 Jaringan 300.000 

 

 

WALIKOTA MATARAM, 

 

 

 

H. AHYAR  ABDUH 
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LAMPIRAN V 

PERATURAN WALIKOTA MATARAM 
NOMOR :  8 TAHUN 2016 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 

13 TAHUN 2014 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MATARAM 

 

FORMAT LAPORAN ARUS KAS 

 

PEMERINTAH KOTA MATARAM LAPORAN ARUS KAS 

Untuk Tahun Yang Berakhir SampaiDengan 31 DESEMBER 20X1dan20X0 

( Metode Langsung ) 

(DALAM RUPIAH) 

NO URAIAN 20x1 20x0 

1 ARUS KAS DARIAKTIVITASOPERASI   

2 ArusMasukKas   

3 PenerimaanPajak Daerah xxx Xxx 

4 PenerimaanRetribusi Daerah xxx xxx 

5 PenerimaanHasilPengelolaanKekayaanDaerahYangDi

pisahkan 

xxx xxx 

6 PenerimaanLain‐lainPAD yangSah xxx xxx 

7 PenerimaanDanaBagiHasilPajak xxx xxx 

8 PenerimaanDanaBagiHasilSumberDayaAlam xxx xxx 

9 PenerimaanDanaAlokasiUmum xxx xxx 

10 PenerimaanDanaAlokasiKhusus xxx xxx 

11 PenerimaanDanaOtonomiKhusus xxx xxx 

12 PenerimaanDanaPenyesuaian xxx xxx 

13 PenerimaanPendapatanBagiHasilPajak xxx xxx 

14 PenerimaanBagiHasilLainnya xxx xxx 

15 PenerimaanHibah xxx xxx 

16 PenerimaanDanaDarurat xxx xxx 

17 PenerimaanLainnya xxx xxx 

18 Penerimaandari PendapatanLuar Biasa xxx xxx 

19 Jumlah ArusMasuk Kas(3s.d 18) xxx xxx 

20 ArusKeluarKas   

21 PembayaranPegawai xxx xxx 

22 PembayaranBarang xxx xxx 

23 PembayaranBunga xxx xxx 

24 PembayaranSubsidi xxx xxx 

25 PembayaranHibah xxx xxx 

26 PembayaranBantuanSosial xxx xxx 

27 PembayaranTakTerduga xxx xxx 

28 PembayaranBagiHasilPajak xxx xxx 

29 PembayaranBagiHasilRetribusi xxx xxx 

30 PembayaranBagiHasilPendapatanLainnya xxx xxx 

31 PembayaranKejadianLuarBiasa xxx xxx 

32 Jumlah ArusKeluar Kas(21 s.d 31) xxx xxx 

33 Arus Kas BersihDari AktivitasOperasi (19 ‐32) xxx xxx 

34 ARUS KAS DARIAKTIVITASINVESTASI   
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NO URAIAN 20x1 20x0 

35 ArusMasukKas   

36 Pencairan DanaCadangan xxx xxx 

37 PenjualanAtasTanah xxx xxx 

38 PenjualanAtasPeralatandanMesin xxx xxx 

39 PenjualanAtasGedungdan Bangunan xxx xxx 

40 PenjualanAtasJalan, Irigasi danJaringan xxx xxx 

41 PenjualanAtasAsetTetapLainnya xxx xxx 

42 PenjualanAtasAsetLainnya xxx xxx 

43 HasilPenjualanKekayaanDaerah yang Dipisahkan xxx xxx 

44 PenerimaanPenjualanInvestasi NonPermanen xxx xxx 

45 Jumlah ArusMasuk Kas(36 s.d 44) xxx xxx 

46 ArusKeluarKas   

47 Pembentukkan  Dana Cadangan xxx xxx 

48 PerolehanTanah xxx xxx 

49 PerolehanPeralatandanMesin xxx xxx 

50 PerolehanGedungdanBangunan xxx xxx 

51 PerolehanJalan, Irigasi danJaringan xxx xxx 

52 PerolehanAsetTetapLainnya xxx xxx 

53 PerolehanAsetLainnya xxx xxx 

54 PenyertaanModal Pemerintah Daerah xxx xxx 

55 PengeluaranPembelianInvestasi Non Permanen xxx xxx 

56 Jumlah ArusKeluar Kas(47 s.d 55) xxx xxx 

57 Arus Kas BersihDari AktivitasInvestasi(45‐ 56) xxx xxx 

58 ARUS KAS DARIAKTIVITASPENDANAAN   

59 ArusMasukKas   

60 PinjamanDalam Negeri ‐Pemerintah Pusat xxx xxx 

61 PinjamanDalam Negeri ‐PemerintahDaerahLainnya xxx xxx 

62 PinjamanDalam Negeri ‐LembagaKeuangan Bank xxx xxx 

63 PinjamanDalam Negeri ‐LembagaKeuangan 

BukanBank 

xxx xxx 

64 PinjamanDalamNegeri‐Obligasi xxx xxx 

65 PinjamanDalamNegeri‐Lainnya xxx xxx 

66 PenerimaanKembali 

PinjamanKepadaPerusahaanNegara 

xxx xxx 

67 PenerimaanKembali 

PinjamanKepadaPerusahaanDaerah 

xxx xxx 

68 PenerimaanKembali 

PinjamanKepadaPemerintahDaerah Lainnya 

xxx xxx 

69 Jumlah ArusMasuk Kas(60 s.d 68) xxx xxx 

70 ArusKeluarKas   

71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri‐ 

Pemerintah Pusat 

xxx xxx 

72 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri‐ 

PemerintahDaerah 

xxx Xxx 

73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri‐ 

Lembaga KeuanganBank 

xxx xxx 

74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri‐ 

Lembaga KeuanganBukanBank 

xxx Xxx 

75 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri‐ Obligasi xxx Xxx 
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NO URAIAN 20x1 20x0 

76 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri‐ Lainnya xxx Xxx 

77 PemberianPinjamanKepadaPerusahaanNegara xxx Xxx 

78 PemberianPinjamanKepadaPerusahaanDaerah xxx Xxx 

79 PemberianPinjamanKepadaPemerintahDaerahLainny

a 

xxx Xxx 

80 Jumlah ArusKeluar Kas(71 s.d 79) xxx Xxx 

81 Arus Kas BersihDari AktivitasPendanaan(69‐80) xxx Xxx 

82 ARUS KAS DARIAKTIVITAS TRANSITORIS   

83 ArusMasukKas   

84 PenerimaanPerhitungan FihakKetiga (PFK) xxx Xxx 

85 JumlahArusMasukKas(84) xxx Xxx 

86 ArusKeluarKas   

87 PengeluaranPerhitunganFihakKetiga(PFK) xxx Xxx 

88 JumlahArusKeluarKas(87) xxx Xxx 

89 Arus Kas BersihDari AktivitasTransitoris(85‐88) xxx Xxx 

90 Kenaikan/PenurunanKas (33+57 + 81+ 89) xxx Xxx 

91 SaldoAwal KasDiBUDdanKasDi 

BendaharaPengeluaran 

xxx Xxx 

92 SaldoAkhir KasDiBUDdanKasDi 

BendaharaPengeluaran(90+91) 

xxx Xxx 

93 SaldoAkhir KasDiBendahara Penerimaan xxx Xxx 

94 SaldoAkhirKas(92+ 93) xxx Xxx 
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1 

 

 
NO 

 
URAIA

N 

 
20x1 

 
20x0 

Kenaikan/ 
Penuruna
n 

 
(%) 

 KEGIATANOPERASIONAL     

1 PENDAPATAN‐ LO     

2 PENDAPATANASLIDAERAH     

3 PendapatanPajak Daerah xxx xxx xxx xxx 

4 PendapatanRetribusi Daerah xxx xxx xxx xxx 

5 Pendapatan Hasil 
PengelolaanKekayaan 

xxx xxx xxx xxx 

6 Lain‐lainPAD yangsah xxx xxx xxx xxx 

7 Jumlah PAD (3s.d 6) xxx xxx xxx xxx 

8      

9 PENDAPATANTRANSFER     

10 TRANSFERPEMERINTAHPUS
AT‐DANA PERIMBANGAN 

    

11 DanaBagiHasilPajak xxx xxx xxx xxx 

12 DanaBagiHasilSumberDayaAlam xxx xxx xxx xxx 

13 DanaAlokasiUmum xxx xxx xxx xxx 
14 DanaAlokasiKhusus xxx xxx xxx xxx 

15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana 
Perimbangan(11 s.d 14) 

xxx xxx xxx xxx 

16      

17 TRANSFERPEMERINTAHPUSAT‐LAI
NNYA 

    

18 DanaOtonomiKhusus xxx xxx xxx xxx 

19 DanaPenyesuaian xxx xxx xxx xxx 

20 Jumlah Pendapatan Transfer 
Pemerintah 

xxx xxx xxx xxx 

21      

22 TRANSFERPEMERINTAHPROVINSI     

23 PendapatanBagiHasilPajak xxx xxx xxx xxx 

24 PendapatanBagiHasilLainnya xxx xxx xxx xxx 

25 Jumlah Transfer 
PemerintahProvinsi(23s.d24) 

xxx xxx xxx xxx 

26 TotalPendapatanTransfer (15+20 + 
25) 

xxx xxx xxx xxx 

27      

28 LAIN‐LAIN PENDAPATANYANG SAH     

29 PendapatanHibah xxx xxx xxx xxx 
 

LAMPIRAN VI 

PERATURAN WALIKOTA MATARAM 
NOMOR :  8 TAHUN 2016 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 

13 TAHUN 2014 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MATARAM 

 

PEMERINTAH KOTA MATARAM 

LAPORANOPERASIONAL 

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20x1  

dan 20x0 

(Dalam Rupah) 
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NO 

 

URAIAN 

 

20x1 

 

20x0 

Kenaikan/ 

Penurunan 

 

(%) 

30 Pendapatan DanaDarurat xxx xxx xxx xxx 

31 PendapatanLainnya xxx xxx xxx xxx 

32 JumlahLain‐LainPendapatan 

yang Sah(29 s.d31) 

xxx xxx xxx xxx 

33 JUMLAH PENDAPATAN (7+ 26+ 32) xxx xxx xxx xxx 

34      

35 BEBAN     

36 BebanPegawai xxx xxx xxx xxx 

37 BebanPersediaan xxx xxx xxx xxx 

38 BebanJasa xxx xxx xxx xxx 

39 BebanPemeliharaan xxx xxx xxx xxx 

40 BebanPerjalananDinas xxx xxx xxx xxx 

41 BebanBunga xxx xxx xxx xxx 

42 BebanSubsidi xxx xxx xxx xxx 

43 BebanHibah xxx xxx xxx xxx 

44 BebanBantuanSosial xxx xxx xxx xxx 

45 BebanPenyusutan xxx xxx xxx xxx 

46 Beban Transfer xxx xxx xxx xxx 

47 Beban Lain‐lain xxx xxx xxx xxx 

48 JumlahBeban(36 s.d 47) xxx xxx xxx xxx 

49      

50 SURPLUS/DEFISIT 

DARI OPERASI(33‐48) 

xxx xxx xxx xxx 

51      

52 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN 

NON OPERASIONAL 

    

53 SurplusPenjualanAsetNonlancar xxx xxx xxx xxx 

54 SurplusPenyelesaianKewajibanJangk

aPanjang 

xxx xxx xxx xxx 

55 DefisitPenjualanAsetLancar xxx xxx xxx xxx 

56 DefisitPenyelesaianKewajibanJangka

Panjang 

xxx xxx xxx xxx 

57 Surplus/DefisitdariKegiatanNonOper

asionalLainnya 

xxx xxx xxx xxx 

58 JumlahSurplus/Defisit 

DariKegiatanNonOperasional(53s.d 

57) 

xxx xxx xxx xxx 

59 Surplus/DefisitSebelumPosLuarBias

a (50 +58) 

xxx xxx xxx xxx 

60      
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NO 

 

URAIAN 

 

 

20x1 

 

20x0 

Kenaikan/ 

Penurunan 

 

(%) 

61 POSLUAR BIASA     

62 PendapatanPosLuarBiasa xxx xxx xxx xxx 

63 BebanLuarBiasa xxx xxx xxx xxx 

64 PosLuarBiasa(62‐63) xxx xxx xxx xxx 

65      

66 SURPLUS/DEFISIT‐LO (59+ 64) xxx xxx xxx xxx 
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NO URAIAN 20x1 20x1 

1 EKUITAS AWAL xxx xxx 

2 SURPLUS/DEFISIT‐LO xxx xxx 

3 DAMPAK  KUMULATIF  PERUBAHAN  
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : 

  

4 KOREKSI xxx xxx 

5 SELISIH REVALUASI ASET  TETAP xxx xxx 

6 LAIN‐LAIN xxx xxx 

7 EKUITAS AKHIR xxx xxx 

 

LAMPIRAN VII 

PERATURAN WALIKOTA MATARAM 
NOMOR :  8 TAHUN 2016 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM 

NOMOR 13 TAHUN 2014 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA 

MATARAM  

 

PEMERINTAH KOTA MATARAM 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 DESEMBER 20X1  

dan 20X0 

(DALAM RUPIAH) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA MATARAM, 

 

 

H. AHYAR  ABDUH
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LAMPIRAN VIII 

PERATURAN WALIKOTA MATARAM 
NOMOR :  8 TAHUN 2016 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 

13 TAHUN 2014 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MATARAM 

Batas  nilaisatuan  minimum  kapitaliasiaset 

(Minimum capitalization threshold) 

 

No. 

 

Uraian 

JumlahHargadalamLusin/Se

t/Satuan(Rp) 

I PeralatandanMesin,terdiriatas:  

1 Alat‐alatBerat 25.000.000,00 

2 Alat‐alatAngkutan 2.500.000,00 

3 Alat‐alatBengkeldanAlatUkur 500.000,00 

4 Alat‐alatPertanian/Peternakan 1.000.000,00 

5 Alat‐alatKantordanRumahTangga  

 ‐Alat‐alatKantor 

‐Alat‐alatRumahTangga 

300.000,00 

300.000,00 

6 AlatStudiodanAlatKomunikasi 1.000.000,00 

7 Alat‐alatKedokteran 1.000.000,00 

8 Alat‐alatLaboratorium 1.000.000,00 

9 AlatKeamanan 300.000,00 

II GedungdanBangunan,yangterdiriatas:  

1 BangunanGedung 10.000.000,00 

2 BangunanMonumen 10.000.000,00 

III Jalan,IrigasidanJaringan,yangterdiriatas:  

1 JalandanJembatan 10.000.000,00 

2 BangunanAir/Irigasi 10.000.000,00 

3 Instalasi 500.000 

4 Jaringan 500.000 

IV AsetTetapLainnya,yangterdiriatas:  

1 BukudanPerpustakaan 50.000,00 

2 BarangBercorakKesenian/Kebudayaan/Ol

ahraga 

2.500.000,00 

3 Hewan/TernakdanTumbuhan  

 a. Hewan 

b.Ternak 

c. TumbuhanPohon 

d.TumbuhanTanamanHias 

500.000,00 

500.000,00 

150.000,00 

150.000,00 
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LAMPIRAN X 

PERATURAN WALIKOTA MATARAM 
NOMOR :  8 TAHUN 2016 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 

13 TAHUN 2014 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MATARAM 

Masamanfaat dan penambahan masamanfaat atau umur 

ekonomisasettetapkarenaadanyaperbaikanterhadap aset tetap baik 

berupa overhaul dan renovasi. 

 

A.     TABEL MASA MANFAAT 
 

 

NO. 

 

 

URAIAN 

 

MASA 

MANFAAT 

(TAHUN) 

1 Alat‐AlatBesarDarat 10 

2 Alat‐AlatBesarApung 8 

3 Alat‐alatBantu 7 

4 AlatAngkutanDaratBermotor 7 

5 AlatAngkutanBerat TakBermotor 2 

6 AlatAngkutApungBermotor 10 

7 AlatAngkut Apung TakBermotor 3 

8 AlatAngkutBermotorUdara 20 

9 AlatBengkelBermesin 10 

10 AlatBengkelTakBermesin 5 

11 AlatUkur 5 

12 AlatPengolahanPertanian 4 

13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat PenyimpanPertanian
4 

14 Alat Kantor 5 

15 AlatRumahTangga 5 

16 PeralatanKomputer 4 

17 MejaDan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 

18 AlatStudio 5 

19 AlatKomunikasi 5 

20 PeralatanPemancar 10 

21 AlatKedokteran 5 

22 AlatKesehatan 5 

23 Unit‐UnitLaboratorium 8 

24 AlatPeraga/PraktekSekolah 10 

25 UnitAlatLaboratorium KimiaNuklir 15 

26 Alat Laboratorium FisikaNuklir / Elektronika 15 

27 Alat ProteksiRadiasi /Proteksi Lingkungan 10 
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NO. 

 

 

URAIAN 

 

MASA 

MANFAAT 

(TAHUN) 

28 
RadiationAplicationand NonDestructive 

TestingLaboratory 

(BATAM) 

10 

29 AlatLaboratoriumLingkunganHidup 7 

30 PeralatanLaboratoriumHidrodinamika 15 

32 SenjataApi 10 

32 PersenjataanNonSenjataApi 3 

33 AlatKeamanandanPerlindungan 5 

35 BangunanGedungTempatKerja 50 

36 BangunanGedungTempatTinggal 50 

37 BangunanMenara 40 

38 BangunanBersejarah 50 

39 TuguPeringatan 50 

40 Candi 50 

41 Monumen/BangunanBersejarah 50 

42 TuguPeringatanLain 50 

43 TuguTitikKontrol/Pasti 50 

44 Rambu‐Rambu 50 

45 Rambu‐Rambu LaluLintasUdara 50 

47 Jalan 10 

48 Jembatan 50 

49 Bangunan Air Irigasi 50 

50 Bangunan AirPasangSurut 50 

51 Bangunan AirRawa 25 

52 
BangunanPengamanSungaidanPenanggulanga

nBencanaAlam 
10 

53 BangunanPengembanganSumber Airdan Air 30 

54 Bangunan AirBersih/Baku 40 

55 Bangunan AirKotor 40 

56 Bangunan Air 40 

57 Instalasi Air Minum/Air Bersih 30 

58 Instalasi Air Kotor 30 

59 InstalasiPengolahanSampah 10 

60 InstalasiPengolahanBahanBangunan 10 

61 InstalasiPembangkitListrik 40 

62 InstalasiGarduListrik 40 
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NO. 

 

 

URAIAN 

 

MASA 

MANFAAT 

(TAHUN) 

63 InstalasiPertahanan 30 

64 Instalasi Gas 30 

65 InstalasiPengaman 20 

66 JaringanAirMinum 30 

67 JaringanListrik 40 

68 JaringanTelepon 20 

69 JaringanGas 30 

 

 

B.     TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT 

 

 

URAIAN 

 

 

 

JENIS 

 

 

Persentase 

Renovasi/Restorasi/Overhaul

dariNilai Perolehan(Diluar 

Penyusutan) 

 

Penambahan

MasaManfaat 

(Tahun) 

AlatBesar    

AlatBesarDarat Overhaul >0% s.d.30% 1 
  >30% s.d45% 3 

  >45% s.d65% 5 

    

AlatBesarApung Overhaul >0% s.d.30% 1 
  >30% s.d45% 2 

  >45% s.d65% 4 

    

AlatBantu Overhaul >0% s.d.30% 1 
  >30% s.d45% 2 

  >45% s.d65% 4 

    

AlatAngkutan    

AlatAngkutanDar

at 

Overhaul >0% s.d.25% 1 

  >25% s.d50% 2 

  >50% s.d75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

AlatAngkutanDar

at TakBermotor 

Overhaul >0% s.d.25% 0 

  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 1 
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URAIAN 

 

 

 

JENIS 

Persentase 

Renovasi/Restorasi

/ 

OverhauldariNilai 

Perolehan(Diluar 

Penyusutan) 

 

Penambahan

MasaManfaat 

(Tahun) 

  >75% s.d.100% 1 

    

AlatAngkutanApung 

Bermotor 

Overhaul >0% s.d.25% 2 

  >25% s.d50% 3 

  >50% s.d75% 4 

  >75% s.d.100% 6 

    

AlatAngkutanApung 

TakBermotor 

Renovasi >0% s.d.25% 1 

  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

    

AlatAngkutanBermotor 

Udara 

Overhaul >0% s.d.25% 3 

  >25% s.d50% 6 

  >50% s.d75% 9 

  >75% s.d.100% 12 

    

Alat Bengkel danAlat 

Ukur 

   

AlatBengkelBermesin Overhaul >0% s.d.25% 1 

  >25% s.d50% 2 

  >50% s.d75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

    

Alat Bengkel 

TakberMesin 

Renovasi >0% s.d.25% 0 

  >25% s.d50% 0 

  >50% s.d75% 1 

  >75% s.d.100% 1 

    

AlatUkur Overhaul >0% s.d.25% 1 
  >25% s.d50% 2 

  >50% s.d75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

AlatPertanian    

AlatPengolahan Overhaul >0% s.d.20% 1 
  >21% s.d40% 2 

  >51% s.d75% 5 
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URAIAN 

 

 

 

JENIS 

Persentase 

Renovasi/Restorasi

/ 

OverhauldariNilai 

Perolehan(DiluarP

enyusutan) 

 

Penambahan

MasaManfaat 

(Tahun) 

    

Alat KantordanRumah 

Tangga 

 >0% s.d.25% 0 

Alat Kantor Overhaul >25% s.d50% 1 
  >50% s.d75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

AlatRumahTangga Overhaul >0% s.d.25% 0 
  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

Alat Studio,Komunikasi 

danPemancar 

Overhaul >0% s.d.25% 1 

AlatStudio  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

AlatKomunikasi Overhaul >0% s.d.25% 1 
  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

PeralatanPemancar Overhaul >0% s.d.25% 2 
  >25% s.d50% 3 

  >50% s.d75% 4 

  >75% s.d.100% 5 

    

PeralatanKomunikasi 

Navigasi 

Overhaul >0% s.d.25% 2 

  >25% s.d50% 5 

  >50% s.d75% 7 

  >75% s.d.100% 9 

    

AlatKedokterandan 

Kesehatan 

   

AlatKedokteran Overhaul >0% s.d.25% 0 
  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 2 

  >75% s.d.100% 3 
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URAIAN 

 

 

 

JENIS 

Persentase 

Renovasi/Restorasi

/ 

OverhauldariNilai 

Perolehan(DiluarP

enyusutan) 

 

Penambaha

nMasaManf

aat (Tahun) 

    

AlatKesehatanUmum Overhaul >0% s.d.25% 0 
  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

Alatlaboratorium    

UnitAlatlaboratorium Overhaul >0% s.d.25% 2 
  >25% s.d50% 3 

  >50% s.d75% 4 

  >75% s.d.100% 4 

    

UnitAlatlaboratorium 

KimiaNuklir 

Overhaul >0% s.d.25% 3 

  >25% s.d50% 5 

  >50% s.d75% 7 

  >75% s.d.100% 8 

    

AlatLaboratoriumFisika Overhaul >0% s.d.25% 3 

  >25% s.d50% 5 

  >50% s.d75% 7 

  >75% s.d.100% 8 

    

Alat Proteksi radiasi 

/ProteksiLingkungan 

Overhaul >0% s.d.25% 2 

  >25% s.d50% 4 

  >50% s.d75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

    

RadiationApplication& 

NonDestructive 

Testinglaboratory 

Overhaul >0% s.d.25% 2 

  >25% s.d50% 4 

  >50% s.d75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

    

AlatlaboratoriumLingku

nganHidup 

Overhaul >0% s.d.25% 1 

  >25% s.d50% 2 

  >50% s.d75% 3 

  >75% s.d.100% 4 
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URAIAN 

 

 

 

JENIS 

Persentase 

Renovasi/Restorasi/ 

OverhauldariNilai 

Perolehan(Diluar 

Penyusutan) 

 

Penambahan

MasaManfaa

t (Tahun) 

    

PeralatanLaboratorium 

Hidrodinamica 

Overhaul >0% s.d.25% 3 

  >25% s.d50% 5 

  >50% s.d75% 7 

  >75% s.d.100% 8 

Alat laboratorium 

Standarisasi Kalibrasi &

Instrumentasi 

Overhaul >0% s.d.25% 2 

  >25% s.d50% 4 

  >50% s.d75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

    

AlatPersenjataan    

SenjataApi Overhaul >0% s.d.25% 1 
  >25% s.d50% 2 

  >50% s.d75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

    

PersenjataanNonSenjata Renovasi >0% s.d.25% 0 
  >25% s.d50% 0 

  >50% s.d75% 1 

  >75% s.d.100% 1 

    

SenjataSinar Overhaul >0% s.d.25% 0 
  >25% s.d50% 0 

  >50% s.d75% 0 

  >75% s.d.100% 2 

    

AlatKhususKepolisian Overhaul >0% s.d.25% 1 
  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

    

Komputer    

Komputer Unit Overhaul >0% s.d.25% 1 
  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 2 

  >75% s.d.100% 2 
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2

2

 

 

 

URAIAN 

 

 

 

JENIS 

Persentase 

Renovasi/Restorasi/ 

OverhauldariNilai 

Perolehan(Diluar 

Penyusutan) 

 

Penambahan

MasaManfaat 

(Tahun) 

PeralatanKomputer Overhaul >0% s.d.25% 1 
  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

    

AlatEksplorasi    

AlatEksplorasiTopografi Overhaul >0% s.d.25% 1 

  >25% s.d50% 2 

  >50% s.d75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

AlatEksplorasiGeofisika Overhaul >0% s.d.25% 2 

  >25% s.d50% 4 

  >50% s.d75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

    

AlatPengeboran    

AlatPengeboranMesin Overhaul >0% s.d.25% 2 

  >25% s.d50% 4 

  >50% s.d75% 6 

  >75% s.d.100% 7 

    

AlatPengeboran 

NonMesin 

Renovasi >0% s.d.25% 0 

  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

    
Alat Produksi 

Pengolahan dan 

Pemurnian 

   

Sumur Renovasi >0% s.d.25% 0 
  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

    

Produksi Renovasi >0% s.d.25% 0 
  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

    PengolahandanPemurni

an 

Overhaul >0% s.d.25% 3 
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URAIAN 

 

 

 

JENIS 

Persentase 

Renovasi/Restorasi/ 

OverhauldariNilai 

Perolehan(Diluar 

Penyusutan) 

 

Penambahan

MasaManfaa

t (Tahun) 

  >25% s.d50% 5 

  >50% s.d75% 7 

  >75% s.d.100% 8 

    

AlatBantu Explorasi    

AlatBantu Explorasi Overhaul >0% s.d.25% 2 
  >25% s.d50% 4 

  >50% s.d75% 6 

  >75% s.d.100% 7 

    

AlatBantuProduksi Overhaul >0% s.d.25% 2 
  >25% s.d50% 4 

  >50% s.d75% 6 

  >75% s.d.100% 7 

    

AlatkeselamatanKerja    

AlatDeteksi Overhaul >0% s.d.25% 1 
  >25% s.d50% 2 

  >50% s.d75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

AlatPelindung Renovasi >0% s.d.25% 0 
  >25% s.d50% 0 

  >50% s.d75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

    

AlatSar Renovasi >0% s.d.25% 0 
  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

    

AlatKerjaPenerbang Overhaul >0% s.d.25% 2 
  >25% s.d50% 3 

  >50% s.d75% 4 

  >75% s.d.100% 6 

    

AlatPeraga    

Alat Peraga Pelatihan 

danPercontohan 

Overhaul >0% s.d.25% 2 

  >25% s.d50% 4 
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URAIAN 

 

 

 

JENIS 

Persentase 

Renovasi/Restorasi

/ 

OverhauldariNilai 

Perolehan(Diluar 

Penyusutan) 

 

Penambahan

MasaManfaa

t (Tahun) 

  >50% s.d75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

    

PeralatanProses 

/Produksi 

   

UnitPeralatan Proses / 

Produksi 

Overhaul >0% s.d.25% 2 

  >25% s.d50% 3 

  >50% s.d75% 4 

  >75% s.d.100% 4 

Rambu‐rambu    

Rambu‐rambuLalulinta

sDarat 

Overhaul >0% s.d.25% 1 

  >25% s.d50% 2 

  >50% s.d75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

    

Rambu‐rambuLalulinta

sUdara 

Overhaul >0% s.d.25% 1 

  >25% s.d50% 2 

  >50% s.d75% 2 

  >75% s.d.100% 4 

    

Rambu‐rambuLalulinta

s Laut 

Overhaul >0% s.d.25% 1 

  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

    

PeralatanOlah Raga    

PeralatanOlah Raga Renovasi >0% s.d.25% 1 
  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

    

BangunanGedung    

BangunanGedungTemp

atKerja 

Renovasi >0% s.d.25% 5 

  >25% s.d50% 10 

  >50% s.d75% 15 

  >75% s.d.100% 50 
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URAIAN 

 

 

 

JENIS 

Persentase 

Renovasi/Restorasi/ 

OverhauldariNilai 

Perolehan(Diluar 

Penyusutan) 

 

PenambahanM

asaManfaat 

(Tahun) 

    

BangunanGedungTemp

atTinggal 

Renovasi >0% s.d.30% 5 

  >30% s.d45% 10 

  >45% s.d65% 15 

    

Monumen    

Candi/TuguPeringatan/

Prasasti 

Renovasi >0% s.d.30% 5 

  >30% s.d45% 10 

  >45% s.d65% 15 

    

BangunanMenara    

BangunanMenara 

Perambuan 

Renovasi >0% s.d.30% 5 

  >30% s.d45% 10 

  >45% s.d65% 15 

    

TuguTitikKontrol    

Tugu/Tandabatas Renovasi >0% s.d.30% 5 

  >30% s.d45% 10 

  >45% s.d65% 15 

    

JalandanJembatan    

Jalan Renovasi >0% s.d.30% 2 
  >30% s.d60% 5 

  >60% s.d100% 10 

    

Jembatan Renovasi >0% s.d.30% 5 
  >30% s.d45% 10 

  >45% s.d65% 15 

    

Bangunan Air    

Bangunan Air Irigasi Renovasi >0% s.d.5% 2 
  >5% s.d 10% 5 

  >10% s.d20% 10 

    

BangunanPengairanPas

angSurut 

Renovasi >0% s.d.5% 2 

  >5% s.d 10% 5 
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URAIAN 

 

 

 

JENIS 

Persentase 

Renovasi/Restorasi/ 

OverhauldariNilai 

Perolehan(Diluar 

Penyusutan) 

 

PenambahanM

asaManfaat 

(Tahun) 

  >10% s.d20% 10 

    
BangunanPengembanga

n 

RawadanPolder 

Renovasi >0% s.d.5% 1 

  >5% s.d 10% 3 

  >10% s.d20% 5 

    
BangunanPengaman 

Sungai/Pantai& 

Penanggulangan 

Bencana alam 

Renovasi >0% s.d.5% 1 

  >5% s.d 10% 2 

  >10% s.d20% 3 

    
BangunanPengembanga

n 

Sumberair danTanah 

Renovasi >0% s.d.5% 1 

  >5% s.d 10% 2 

  >10% s.d20% 3 

    
Bangunan 

AirBersih/Air Baku 

Renovasi >0% s.d.30% 5 

  >30% s.d45% 10 

  >45% s.d65% 15 

    

Bangunan AirKotor Renovasi >0% s.d.30% 5 
  >30% s.d45% 10 

  >45% s.d65% 15 

    
Instalasi    

Instalasi Air 

Bersih/Airbaku 

Renovasi >0% s.d.30% 2 

  >30% s.d45% 7 

  >45% s.d65% 10 

    Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d.30% 2 
  >30% s.d45% 7 

  >45% s.d65% 10 

    
InstalasiPengelolahan 

Sampah 

Renovasi >0% s.d.30% 1 

  >30% s.d45% 3 

  >45% s.d65% 5 
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URAIAN 

 

 

 

JENIS 

Persentase 

Renovasi/Restorasi/ 

OverhauldariNilai 

Perolehan(Diluar 

Penyusutan) 

 

Penambahan

MasaManfaa

t (Tahun) 

InstalasiPengolahanBah

an 

Renovasi >0% s.d.30% 1 

  >30% s.d45% 3 

  >45% s.d65% 5 

    

InstalasiPembangkitList Renovasi >0% s.d.30% 5 
  >30% s.d45% 10 

  >45% s.d65% 15 

    

InstalasigarduListrik Renovasi >0% s.d.30% 5 

  >30% s.d45% 10 

  >45% s.d65% 15 

    

InstalasiPertahanan Renovasi >0% s.d.30% 1 

  >30% s.d45% 3 

  >45% s.d65% 5 

    

Instalasi gas Renovasi >0% s.d.30% 5 
  >30% s.d45% 10 

  >45% s.d65% 15 

    

InstalasiPengaman Renovasi >0% s.d.30% 1 
  >30% s.d45% 1 

  >45% s.d65% 3 

    

Instalasi Lain Renovasi >0% s.d.30% 1 
  >30% s.d45% 1 

  >45% s.d65% 3 

Jaringan    

Jaringanair Minum Overhaul >0% s.d.30% 2 
  >30% s.d45% 7 

  >45% s.d65% 10 

    

JaringanListrik Overhaul >0% s.d.30% 5 
  >30% s.d45% 10 

  >45% s.d65% 15 

    

JaringanTelepon Overhaul >0% s.d.30% 2 
  >30% s.d45% 5 

  >45% s.d65% 10 
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URAIAN 

 

 

 

JENIS 

Persentase 

Renovasi/Restorasi/ 

OverhauldariNilai 

Perolehan(Diluar 

Penyusutan) 

 

Penambahan

MasaManfaat 

(Tahun) 

    

JaringanGas Overhaul >0% s.d.30% 2 

  >30% s.d45% 7 

  >45% s.d65% 10 

    

AlatMusikModern/Band Overhaul >0% s.d.25% 1 
  >25% s.d50% 1 

  >50% s.d75% 2 

  >75% s.d100% 2 

    

ASET TETAP DALAM 

RENOVASI 

   

Peralatandan 

Mesindalamrenovasi 

Overhaul >0% s.d.100% 2 

    

Gedung dan 

bangunandalamRenova

si 

Renovasi >0% s.d.30% 5 

  >30% s.d45% 10 

  >45% s.d65% 15 

    

JaringanIrigasidan 

Jaringandalam 

Renovasi 

Renovasi 

/Overhaul 

>0% s.d.100% 5 

 

 

 

WALIKOTA MATARAM, 

 

 

 

H. AHYAR  ABDUH 
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